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Pelaksana kegiatan di Puskesmas adalah seorang tenaga kesehatan yang di 
tunjuk oleh kepala puskesmas dalam mengelola kegiatan, dimana pelaksana 
melakukan kegiatan–kegiatan tertentu yang dinamakan dengan fungsi manajemen. 
Dari data yang di peroleh di Puskesmas Kampili, bahwa berdasarkan data yang 
diperoleh dalam 3 tahun terakhir cakupan program KIA mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Untuk itu, dilakukan penelitian bagaimana peranan kepala puskesmas dan 
staff KIA di Puskesmas untuk mengelola pelayanan kesehatan dalam fungsi 
manajemen dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
pengelolaan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi manajemen pada program KIA 
di Puskesmas Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.  
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya 
deskriptif, yang dilakukan melalui teknik wawancara mendalam. Penentuan informan 
dengan teknik purposive sampling. Informan berjumlah 7 orang yang terdiri dari 3 
informan dari petugas KIA, 2 perawat, Bidan Koordinator dan kepala Puskesmas. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa, fungsi perencanaan pada Program KIA 
dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah sampai 
menetapkan tujuan dan kegiatan yang ingin dicapai hal ini sesuai dengan tahapan 
perencanaan program pada umumnya. Pengorganisasian dilakukan dalam pembagian 
tugas kerja dan menyusun kelompok kerja yang dirumuskan secara bersama-sama 
sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai. Kemampuan pimpinan dalam 
memberikan motivasi dan bimbingan dalam fungsi pergerakan telah dilaksanakan, 
adanya bantuan program EMAS juga turut menjadi penunjang indikator keberhasilan 
program kerja karena adanya pelatihan dalam rangka meningkatkan skill para bidan. 
Bentuk pengawasan pada program KIA di Puskesmas Kampili dilakukan secara rutin 
oleh Kepala Puskesmas serta di awasi secara langsung oleh Bidan Koordinator. Serta 
fungsi evaluasi untuk menilai keberhasilan program yang menjadi tolak ukur dari 
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dengan melihat standar pelayanan minimal 
yang sudah disusun.  
 










A. Latar Belakang 
Program kesehatan Ibu dan Anak merupakan salah satu prioritas  Kementerian 
Kesehatan dan keberhasilan program KIA menjadi salah satu indikator utama dalam 
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN)  2005  – 2025. Tingginya 
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia membuat pemerintah menempatkan upaya 
penurunan AKI sebagai  program prioritas dalam pembangunan kesehatan. (Renstra 
Tahun 2015-2019) 
Tingginya angka kematian ibu dapat menunjukkan masih rendahnya kualitas 
pelayanan kesehatan. Penurunan AKI juga merupakan indikator keberhasilan derajat 
kesehatan suatu wilayah. Untuk itu pemerintah berupaya bahu membahu membuat 
berbagai strategi untuk akselerasi menurunkan  AKI. 
Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI)  tahun 2007, 
Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, 
Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan 
kesepakatan global (Millenium Develoment Goals/MDG’s 2000) untuk  tahun 2015, 
diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 
100.000  kelahiran hidup dan angka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007  
menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup (Depkes, 2011). 
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan upaya perbaikan gizi merupakan 
bagian dari upaya kesehatan wajib puskesmas. Pemerintah telah melaksanakan 
 program yang terintegrasi/terpadu melalui kegiatan yang dilakukan oleh program KIA-
Gizi pada Sub Dinas Bina Kesehatan Masyarakat (Subdin Binkesmas) di Dinas 
Kesehatan. Keterpaduan ini disebabkan oleh adanya kesamaan sasaran, tenaga, waktu 
pelayanan, jenis kegiatan dan empat pelayanan yang tujuannya adalah agar dapat 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi keterpaduan kegiatan KIA-Gizi (Depkes RI, 
1993 dalam Malik 2002). 
Agar pelaksanaan program KIA dapat berjalan lancar, aspek peningkatan mutu 
pelayanan Program KIA tetap diharapkan menjadi kegiatan prioritas di tingkat 
Kabupaten/ Kota. Peningkatan mutu Program KIA juga dinilai dari besarnya cakupan 
program di masing-masing wilayah kerja. Untuk memantau cakupan pelayanan KIA 
tersebut dikembangkan Sistem PWS KIA. Dengan diketahuinya lokasi rawan 
kesehatan ibu dan anak, maka wilayah kerja tersebut dapat diperhatikan dan dicarikan 
pemecahan masalahnya. Untuk memantau cakupan pelayanan KIA tersebut 
dekembangkan sistem PWS KIA.  
Manajemen kebidanan sangat berkaitan erat dengan asuhan antenatal. Bidan 
menerapkan asuhan antenatal dengan metode manajemen kebidanan dilakukan secara 
bertahap dan sisitematis melalui suatu proses yang dilaksanakan dalam upaya 
memecahkan masalah yang diderita pasien atau kliennya. Pendekatan yang digunakan 
oleh bidan dalam manajemen kebidanan mulai dari pengumpulan data, perumusan 
diagnosa, perencanaan asuhan, pelaksanaan asuhan, evaluasi asuhan dan 
pendokumentasian asuhan.  
 Puskesmas Kampili yang merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan di 
Kecamatan Pallangga. Dengan penempatan bidan di Puskesmas diharapkan 
memberikan arti yang sangat penting bagi masyarakat terutama bagi peningkatan 
pelayanan kesehatan ibu hamil dan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang 
meliputi pemeriksakan kehamilan dan pertolongan persalinan yang dirasakan semakin 
terpenuhi terutama sejak didirikannya Puskesmas ini dan Posyandu oleh bidan di desa. 
Jumlah penduduk sebesar 31.991 jiwa, dimana berdasarkan laporan 
Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) kesehatan Ibu dan Anak (KIA) tahun 2014 di 
wilayah kerja Puskesmas Kampili terdapat 655 orang ibu hamil, dari jumlah tersebut 
650 orang (99,23%) yang melakukan pemeriksaan kehamilan pada kunjungan pertama 
(K-1) dengan target K1 yang ditargetkan Depkes sebesar 91%. Demikian juga dengan 
K-4 638 orang (97,40%),  dengan target yang ditetapkan Depkes sebesar 84%. Pada 
tahun 2015 di wilayah kerja Puskesmas Kampili terdapat 738 orang ibu hamil, dari 
jumlah tersebut 738 orang (100%) yang melakukan pemeriksaan kehamilan pada 
kunjungan pertama (K-1) dengan target K1 yang ditargetkan Depkes sebesar 91%. 
Demikian juga dengan K-4 726 orang (98,37%),  target yang ditetapkan  Depkes 
sebesar 84%. (Laporan PWS-KIA Puskesmas Kampili, 2014-2015).  
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka cakupan pemeriksaan 
kehamilan di Puskesmas Kampili mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di ketahui bahwa Puskesmas 
Kampili memperoleh predikat bidan teladan tahun 2014. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana manajemen pelayanan pemeriksaan 
 kehamilan, apa saja kebijakan yang dibuat oleh kepala puskesmas serta program-
program apa saja yang dilaksanakan di Puskesmas Kampili sehingga presentase 
keberhasilan cakupan pemeriksaannya sangat baik. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini 
adalah bagaimana gambaran manajemen pelaksanaan program-program KIA di 
Puskesmas Kampili? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi operasional  
 Untuk mendapatkan kesamaan dan menghindari terjadinya kesalahan  
penafsiran dalam penelitian ini maka dibuat definisi operasional dari variabel-variabel 
sebagai berikut: 
a. Perencanaan (planning) pelaksanaan kegiatan/program KIA, yaitu didefinisikan 
sebagai penyusunan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan atau 
program, menentukan sumber daya pendukung (menghitung kebutuhan tenaga, alat 
dan tempat) serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/program.  
b. Pengorganisasian (organizing) pelaksanaan kegiatan atau program KIA, yaitu 
didefinisikan sebagai kegiatan menyusun kelompok kerja, membagi tugas dan 
mendelegasikan wewenang. 
c. Penggerakan (actuating) pelaksanaan kegiatan atau program KIA, yaitu 
didefinisikan sebagai proses pembinaan kepada tenaga kesehatan agar bersedia 
bekerja sesuai rencana yang di tetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan, 
 meliputi memberikan pengarahan tentang tugas kelompok kerja dalam kegiatan 
atau program KIA, dan memberikan motivasi dan keikutsertaan pelaksana kegiatan 
dalam  kegiatan atau program. 
d. Pengawasan (controlling) pelaksanaan kegiatan atau program KIA, yaitu 
didefinisikan sebagai tindakan menilai hasil kegiatan atau program yang 
dilaksanakan apakah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
e. Evaluasi (evaluating), pelaksanaan kegiatan atau program KIA, didefinisikan 
sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang mengetahui hasil programnya 
dan berdasarkan itu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan 
secara efektif. evaluasi tidak hanya sekedar menentukan keberhasilan atau 
kegagalan, tetapi juga mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan itu terjadi 
dan apa yang bisa dilakukan terhadap hasil-hasil tersebut. 
2. Ruang lingkup penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kampili yang berada dalam wilayah 




D. Tujuan Dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan Umum 
 Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen 
pengelolaan program KIA di Puskesmas Kampili Tahun 2016. 
b. Tujuan Khusus 
1) Untuk mengetahui bagaimana gambaran manajemen pengelolaan pelayanan 
kesehatan berdasarkan perencanaan (planning) Pada Program KIA. 
2) Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan 
berdasarkan pengorganisasian (organizing) Pada Program KIA. 
3) Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan 
berdasarkan pelaksanaan (actuating) Pada Program KIA 
4) Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan 
berdasarkan pengawasan (controlling) Pada Program KIA 
5) Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan pelayanan kesehatan 
berdasarkan evaluasi (evaluating) Pada Program KIA 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang 
mengaksesnya, terutama : 
 
1. Pihak Pelaksana fungsi manajemen Puskesmas Kampili 
Hasil penelitian ini diharapakan menjadi sumber informasi, saran dan 
masukan bagi pihak pelaksana fungsi manajemen di Puskesmas Kampili dalam 
meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan terkhusus pada program Kesehatan 
Ibu dan Anak (KIA). 
 2. Bagi institusi  
 Penelitian ini diharapkan sebagai sumber tambahan referensi bagi institusi yang 
menaungi peneliti, yaitu Universitas Islam Negeri  Alauddin Makassar. 
3. Bagi peneliti  
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat 
memperkaya khasanah keilmuan bagi peneliti. 
4. Bagi masyarakat  
















A. Tinjauan Tentang Puskesmas 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
128/Menkes/SK/II/2004, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan 
kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan 
di suatu wilayah kerja. 
1. Unit Pelaksana Teknis  
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD), 
Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas 
kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung 
tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.  
2. Pembangunan Kesehatan  
Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa 
Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 
3. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan 
Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan 
kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota, 
sedangkan Puskesmas bertanggungjawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan 









4. Wilayah Kerja  
Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan. 
Tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka 
tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas, dengan memperhatikan 
keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing Puskesmas 
tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan 
kabupaten/kota. 
Menurut Azwar (2010), Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana fungsional 
yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta 
masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama 
yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu dan 
berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah 
tertentu. 
a. Visi dan Misi Puskesmas  
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah 
tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat 
adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui 
pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup di dalam lingkungan dengan 
perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang 
bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Indikator Kecamatan Sehat, yaitu: 
1. Lingkungan sehat 
2. Perilaku sehat 
3. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu  




Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas adalah mendukung 
tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional, yaitu : 
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. 
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah 
kerjanya.  
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan 
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas.  
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan per orangan, keluarga, dan 
masyarakat, serta lingkungannya (Depkes RI, 2004). 
b. Fungsi Puskesmas 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
128/Menkes/SK/II/2004, ada 3 fungsi Puskesmas yaitu:  
1) Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan  
Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan 
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah 
kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di 
samping itu, Pukesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari 
penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk 
pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukanPuskesmas adalah mengutamakan 
pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan 
penyakit dan pemulihan kesehatan.  
2) Pusat Pemberdayaan Masyarakat  
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, 
keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan dan 
kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif 




serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program 
kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan 
dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat 
setempat. 
3) Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama  
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat 
pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan 
tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab Puskesmas meliputi pelayanan 
kesehatan perorangan berupa rawat jalan dan rawat inap; dan pelayanan kesehatan 
masyarakat berupa promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan 
lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, 
kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. 
c. Upaya Puskesmas 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
128/Menkes/SK/II/2004, untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui 
Puskesmas yakni terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia sehat, Puskesmas 
bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya 
kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional 
merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut 
dikelompokkan menjadi dua, yakni : 
1. Upaya Kesehatan Wajib  
Upaya kesehatan wajib Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan 
komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi 
untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus 
diselenggarakan oleh setiap Puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. 




a. Upaya Promosi Kesehatan  
b. Upaya Kesehatan Lingkungan  
c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana  
d. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat  
e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular  
f. Upaya Pengobatan 
2. Upaya Kesehatan Pengembangan  
Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan 
berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan 
dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar 
upaya kesehatan pokok Puskesmas yang telah ada, yakni : 
a. Upaya Kesehatan Sekolah  
b. Upaya Kesehatan Olahraga  
c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat  
d. Upaya Kesehatan Kerja  
e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut 
f. Upaya Kesehatan Jiwa    
g. Upaya Kesehatan Mata  
h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut 
i. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional 
 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Manajemen 
1) Pengertian Manajemen 
Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Pengaturan 




dalam mencapai tujuan (Hasibuan, 1996). Manajemen merupakan suatu proses untuk 
mewujudkan tujuan yang diinginkan dan manajemen adalah suatu jenis pekerjaan 
khusus yang menghendaki usaha mental dan fisik. Fungsi manajemen sendiri dalam 
hal ini adalah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat 
digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan adminstratif 
yang terdiri dari memimpin, merencana, menyusun dan mengawasi. Setiap pemimpin 
harus menjalankan fungsi tersebut di dalam organisasi tersebut sehingga hasilnya 
merupakan keseluruhan yang sistematik (Herujito, 2001). 
Manajemen adalah koordinasi antara berbagai sumberdaya melalui proses 
perencanaan, pengorganisasian, dan ada kemampuan pengendalian untuk mencapai 
tujuan (Sabarguna, 2009).  
Harold Koontz dan Cyril O’Donnel (1991) yang dikutip Hasibuan (2007) 
mendefinisikan bahwa manajemen merupakan usaha mencapai tujuan tertentu melalui 
kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah 
aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, 
pengarahan, dan pengendalian.  
Pendapat tersebut menyatakan bahwa manajemen mempunyai tujuan yang 
ingin dicapai dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang 
sama. Kegiatan manajemen yang baik dilaksanakan dengan koordinasi yang baik pula, 
yang di mulai dari perencanaan sumber daya sampai kepada pengawasan sumber daya. 
Melalui manajemen maka kegiatan sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan 
baik sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang diinginkan. 
2) Unsur- Unsur Manajemen 
Terdapat unsur-unsur di dalam menajemen yaitu terdiri dari 6M yang 




dan prasarana); machine (mesin, peralatan atau tekhnologi); Method (metode); Market 
(pasar atau masyarakat). Melihat adanya sifat keterbatasan atau  ketidakpastian, maka 
unsur-unsur yang ada harus di manfaatkan secara  efektif dan efisien. Dengan melalui 
penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen, yang paling terutama adalah unsur 
manusia dan juga sumberdaya, karena peranannya dalam manajemen sangat penting 
melebihi unsur lainya, maka Siagian mengatakan bahwa manusia merupakan “titik 
sentral” dari manajemen. 
3) Fungsi Manajemen 
Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, agar 
dapat berjalan dengan baik diperlukan fungsi manajemen, yang terdiri dari : 
a. Perencanaan yaitu usaha membuat suatu puluhan tindakan dari beberapa alternatif 
yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan,  program, proyek 
dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
b. Pengorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur 
melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran dalam 
rangka mencapai tujuan secara nyata. 
c. Penyusunan staf (departemensi)  yaitu suatu usaha penempatan orang-orang yang 
tepat ke dalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. 
d. Penggerakan diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan 
anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan yang 
telah ditetapkan dalam mencapai tujuan. 
e. Pengendalian suatu usaha mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai 
dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah  ditetapkan (Salam, 
2007). 
Winardi (2000), dalam proses pelaksanaan, manajemen mempunyai tugas-




manajemen, George R. Terry seorang penulis teks book “manajemen” terkemuka 
berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi : 
a. Perencanaan (planning) 
Planning adalah suatu fungsi pemilihan alternatif melalui suatu proses yang 
rasional untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan program, maupun prosedur 
untuk memperbaikinya. Fungsi planning dalam manajemen merupakan fungsi dasar 
dari fungsi lainnya, karena perencanaan merupakan tujuan, arah strategi, aturan, 
maupun program yang akan selalu menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi 
manajemen lainnya. 
Adapun fungsi perencanaan yaitu suatu proses merumuskan masalah kesehatan 
di wilayah kerja puskesmas dan menetapkan prioritasnya, menetapkan tujuan, sasaran, 
dan target kinerja puskesmas, merencanakan kebutuhan sumber daya serta menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan dan program puskesmas dalam mencapai tujuan 
puskesmas ( Satrianegara, 2014). 
Dalam membuat suatu perencanaan ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan yaitu Spesific, Measurable, Achiveable, Realistic, dan Time yang 
biasa di singkat SMART. 
1) Specificartinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, 
tidak terlalu melebar dan idealis. 
2) Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat 
keberhasilannya. 
3) Achievable artinya dapat dicapai, jadi bukan hanya sebuah khayalan. 
4) Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yangada, tidak 
terlalu mudah dan tidak terlalu sulit akan tetapi tetap ada tantangan. 
5) Time artinya ada batas waktu yang jelas baik mingguan, bulanan, triwulan, 




Terdapat beberapa manfaat perencanaan pada tingkat puskesmas menurut M. 
Fais Satrianegara, 2014 dalam bukunya yang berjudul organisasi dan manajemen 
pelayanan kesehatan,  yaitu : 
1) Mengetahui tujuan yang ingin dicapai puskesmas dan cara  mencapainya 
2) Membuat tujuan dan program puskesmas lebih spesifik, terinci, dan lebih 
mudah di pahami 
3) Mengetahui struktur organisasi puskesmas dan jenis serta jumlah pegawai yang 
di butuhkan 
4) Mengetahui sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan puskesmas 
yang diperlukan  
5) Memungkinkan pimpinan puskesmas memahami keseluruhan gambaran 
kegiatan dan program puskesmas yang lebih jelas 
6) Membantu dalam kristalisasi atau pengejewantahan perwujudan masalah- 
masalah puskesmas 
7) Memudahkan dalam melakukan  suatu koordinasi di antara berbagai unit kerja 
di lingkup puskesmas 
8) Menghemat waktu, upaya, dan sumber daya puskesmas. 
b. Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian adalah kegiatan dalam menentukan macam kegiatan beserta 
jumlah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi maupun 
pengelompokan kegiatan-kegiatan beserta orang-orangnya, yang sesuai dengan 
kegiatannya serta adanya pendelegasian wewenang. 
Fungsi pengorganisasian di tingkat puskesmas didefinisikan sebagai proses 
penetapan pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, 




efektif dan efisien (Satrianegara, 2014). Ada empat bagian penting di dalam fungsi 
pengorganisasian, antara lain: 
1) Staffing, adalah suatu kegiatan yang melakukan pembagian kelompok-
kelompok kerja menurut jenisnya beserta pengisisan orang-orang yang sesuai 
dengan keahliannya. 
2) Delegation of Authority, yaitu pendelegasian wewenang dari seorang atasan 
kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi maupun kepada 
kedudukan atau kemampuan bawahan. 
3) Departementasi, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk 
kemudian dipisahkan dengan kegiatan yang lainnya dimana diantara 
pengelompokan kegiatan tersebut tetap terjalin koordinasi dalam bekerja sama. 
4) Personalia, kepegawaian ini sangat penting dalam hubungannya dengan para 
bawahan, baik hubungan yang bersifat formal (sesuai dengan struktur 
organisasi) maupun informal (timbul karena kebutuhan sosialisasi diri 
anggota). 
c. Pelaksanaan (penggerakan atau actuating) 
Koontz dan Donnel (1991) mengatakan penggerakan adalah pengarahan/ atau 
directing dan pemberian pimpinan atau leading. Sedangkan Siagian menyatakan 
bahwa penggerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk 
mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin demi 
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan ekonomis, oleh karena itu inti dari fungsi 
penggerakan adalah kepemimpinan atau leadership dengan harapan para anggota 





 Proses pelaksanaan program kerja di Puskesmas tidak terlepeas dari 
kepemimpinan dalam layanan Puskesmas, adapun fungsi kepemimpinan Puskesmas 
adalah sebagai berikut : 
1) Pimpinan puskesmas bertugas dan betanggung jawab menjabarkan dan 
mengimplementasikan program puskesmas. 
2) Pimpinan puskesmas mampu memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan 
kepada staf puskesmas. 
3) Pimpinan puskesmas berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan 
mengeluarkan pendapat sehingga kreativitas dan inovasi pegawai puskemas 
dapat tumbuh dan berkembang. 
4) Pimpinan puskesmas membina dan mengembangkan kerja sama dan kemitraan 
yang harmonis dengan pegawai dan stakeholder puskesmas. 
5) Pimpinan puskesmas mampi memecahkan masalah dan mengambil keputusan 
tugas dan program puskesmas sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 
6) Pimpinan puskesmas berusaha membina dan mengembangkan kemampuan dan 
kemauan pegawai puskesmas. 
7) Pimpinan puskesmas melaksanakan dan mendayagunakan fungsi pengawasan, 
pengendalian, dan penilaian puskesmas, 
Kepemimpinan puskesmas hendaknya diselenggarakan melalui kepemimpinan 
kolektif dan integratif (kemanunggalan) antara Kepala Puskesmas serta menciptakan 
kebersamaan dengan semua pegawai puskesmas.Sebagaimana dituliskan dalam Al-
Qur’an bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Swt. 
kepada seseorang yang tidak lain supaya menguji keimanannya, dimana ayat tersebut 





   
   
   
  
     
   
   
    
Terjemahnya: “dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan 
Diameninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 
amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha 
penyayang” (Departemen Agama RI, 2010) 
Makna dari ayat tersebut diatas bahwa Allah telah menjadikan kalian 
pemakmur bumi itu dari generasi ke generasi, dari satu masa ke masa yang lain, 
generasi berikutnya setelah generasi sebelumnya. Allah membedakan di antara kalian 
dalam hal rizki, akhlak, kebaikan, keburukan, penampilan, bentuk, dan warna, dan 
dalam hal itu semua Allah mempunyai hikmah. untuk mencoba dan menguji kalian 
mengenai nikmat yang telah diberikan kepada kalian, untuk menguji orang kaya 
tentang kekayaannya dan meminta pertanggungan-jawab tentang rasa syukurnya 
kepada-Nya, juga untuk menguji orang miskin tentang kemiskinannya dan meminta 
pertanggungan-jawab tentang kesabarannya serta untuk menguji para pemimpin dalam 
hal mengemban amanah. Yang demikian itu merupakan targhib dan tarhib (dorongan 
dan ancaman), bahwa hisab (perhitungan) Allah itu sangat cepat bagi orang-orang yang 
bermaksiat kepada-Nya dan menentang para Rasul-Nya. 
Peran kepemimpinan dalam manajemen puskesmas secara teknis adalah 
sebagai berikut. 




Program pemerintah saat ini baru bisa menempatkan dokter puskesmas sebagai 
seorang sarjana secara merata di kecamatan-kecamatan. Dengan sendirinya 
harapan dari seluruh masyarakat kecamatan adalah mendapatkan manfaat dari 
keahliannya dalam bidang kesehatan masyarakat maupun pandangan dan cara 
berpikir yang luas dan kreatif dari seorang sarjana. Maka peranan dokter 
puskesmas dikecamatan disamping sebagai pimpinan puskesmas, juga 
merupakan tenaga ahli dan pendamping camat. 
2) Penanggung jawab teknis kegiatan dibidang kesehatan di tingkat 
kecamatan. 
Sebagai diketahui bahwa camat merupakan coordinator dari semua 
instansi/dinas di tingkat kecamatan, maka Kepala Puskesmas sebagai pimpinan 
bertanggung jawab jawab secara teknis keehatan dan administratif kepada 
Kepala Dinas Kesehatan Dati II. Hubungan dengan camat adalah hubungan 
koordinasi, namun demikian tanggung jawab secara moril dokter Kepala 
Puskesmas terhadap camat tetap ada. Hubungan kerja sama yang baik perlu 
dipupuk antara puskesmas dengan semua instansi di tingkat kecamatan. 
Sebagai pimpinan puskesmas, maka pimpinan puskesmas harus secara aktif 
mencari hubungan kerja sama dengan instansi-instansi di tingkat kecamatan. 
Usaha kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dan perlu kerja sama dengan 
instansi lain. Pertemuan berkala antarinstansi tingkat kecamatan perlu diadakan 
di bawah koordinasi camat. 
3) Pimpinan organisasi sebagai penggerak pembangunan di wilayah 
kerjanya.  
Di samping hubungan langsung antara dokter Kepala Puskesmas dan staf 
dengan anggota masyarakat sebagai pengunjung puskesmas dalam rangka 




hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membantu masyarakat 
agar dapat menolong diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan. Khususnya 
dengan pemuka masyarakat dalam rangka memperbaiki nasib mereka, baik 
dalam ruang lingkup kesehatan maupun dalam hal-hal yang berhubungan 
dengan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. 
 Penggerakan berhubungan erat dengan manusia yang ada dibalik organisasi 
yaitu tumbuh kembangnya kemauan mereka secara ikhlas, sadar dan sukarela bersedia 
melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bertumpu pada 
Human Relationship (HR) atau hubungan antar manusia. Sehingga penggerak perlu 
memahami benar tujuan organisasi dan prinsip-prinsip Human Relationship yaitu :  
1) Suasana kerja yang menyenangkan  
2) Sinkronisasi antara individu dengan anggota organisasi 
3) Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin atau robot  
4) Hubungan kerja yang harmonis 
5) Pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan 
6) Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat yang optimal 
7) Penempatan tenaga kerja yang tepat  
8) Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang tinggi 
9) Imbalan yang setimpal dengan jasa yang diberikan  
10) Tersedia sarana dan prasarana kerja yang memadai 
Dapat dipahami Human Relationship adalah lahirnya rasa puas dari dua belah 
pihak, untuk itu diperlukan komunikasi efektif, jika komunikasi yang dijalin tidak 
efektif sangat mungkin upaya penggerakan kurang atau tidak berhasil. Jadi, fungsi 
penggerakan akan efektif jika bertumpu pada kepemimpinan yang efektif dan 
kepemimpinan akan efektif jika manajer menguasai prinsip-prinsip Human 




d. Pengawasan (controlling) 
Pengawasan bertujuan untuk mengukur atau menilai hasil pekerjaan, 
menghindari penyimpangan dan jika perlu mengambil tindakan-tindakan kritik 
terhadap penyimpangan tersebut. Pengawasan perlu dilaksanakan agar para pengikut 
dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian dan tujuan umum organisasi 
(Alfrida, 2012). Pengawasan berhubungan dengan persoalan-persoalan sebagai berikut 
: 
1) Membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana sebelumnya yang telah 
dibuat. 
2) Mengadakan koreksi yang perlu dilakukan apabila kejadian-kejadian yang ada 
dalam kenyataannya ternyata menyimpang dari rencana-rencana yang telah di 
buat. 
Ada tiga kegiatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini antara lain: 
1) Menetapkan standar yang dipakai. Standar ditetapkan berdasarkan pada 
kemampuan seorang bekerja secara normal, baik normal secara kualitatif 
(normal menurut pendapat umum, langsung, pimpinan) maupun normal secara 
kuantitatif (bisa diukur melalui standar jam kerja, pendapatan dan investasi). 
2) Memandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar.  
3) Melakukan koreksi. Dalam koreksi ini di telaah masalah-masalah yang 
dihadapi, analisa dan pemilihan alternatif yang memugkinkan untuk 
memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan kegiatan. 
Azwar (1998), untuk dapat melakukan serta mendapatkan hasil pengawasan 
yang baik beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni: 
1) Pengawasan harus bersifat khusus 
2) Pengawasan harus mampu melaporkan setiap penyimpangan 




4) Pengawasan harus mencerminkan keadaan organisasi 
5) Pengawasan harus mudah dilaksanakan 
6) Hasil pengawasan harus mudah dimengerti.  
e. Evaluasi (evaluating) 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi yang tidak diinginkan kemudian diperbaiki sehingga  tujuan dapat tercapai 
sesuai harapan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah 
disusun dan direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan yang 
dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau 
tidaknya  yang kemudian nantinya akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi 
pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang 
sesungguhnya(Muninjaya, 2004).  
  Evaluasi perlu dilakukan terhadap setiap fungsi manajemen yang dilakukan, 
dengan melihat mulai dari perencanaan, penggerakan dan pengorganisasian, serta 
pengawasan. Selain itu evaluasi juga perlu dilakukan pada setiap tahap dalam proses 
fungsi manajemen, mulai dari input, proses, output, outcome dan dampak. Kegiatan 
atau program, tidak kalah pentingnya evaluasi juga harus dilakukan pada akhir kegiatan 
untuk menilai pencapaian tujuan atau target suatu program atau kegiatan 
pelayanan.Hasil evaluasi selain digunakan untuk melakukan tindakan koreksi terhadap 
kegiatan atau program pelayanan yang sedang berjalan, juga digunakan untuk 
melakukan perencanaan pengembangan program dan kegiatan di waktu mendatang 
(Muninjaya, 2004). 
Adapun didalam ajaran agama Islam, proses manajemen juga sangat dianjurkan 
untuk diterapkan, salah satunya di dalam Q.S Ash-shaff ayat 4: 
    




   
     
Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 
dalam  barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh.”(Departemen Agama RI, 2010) 
Dari ayat di atas dijelaskan kata shaffan (barisan) adalah sekelompok dari 
sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah 
yang kokoh dan teratur. Sedangkan kata marshushun berarti tersusun dengan rapi. 
Yang dimaksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan 
yang tinggi, serta kekuatan kerja sama dalam menghadapi berbagai macam rintangan 
dan tantangan dalam menjalankan suatu, maksud dari shaff adalah menyeruh masuk ke 
dalam sebuah barisan (organisasi) supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. 
Rasulullah SAW. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam 
Thabrani : 
“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang yang jika melakukan suatu pekerjaan 
dilakukan dengan “tepat, terarah dan tuntas”( H.R Thabrani). 
Maksud dari hadits di atas bahwa suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan 
teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang 
baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur. Disamping itu dalam ayat 
tersebut adanya tujuan dari barisan perang yaitu berupaya untuk melaksanakan 
kewajiban yaitu jihad di jalan Allah dan memperoleh kemenangan. Proses-proses 
manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu yang terarah untuk 
melahirkan keyakinan yang berdampak padamelakukan sesuatu sesuai dengan aturan 




Jadi,didalam islam fungsi manajemen ialah segala sesuatu harus dilakukan 
secara rapi, benar,tertib dan teratur. Serta proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. 
Sesuatu tidak bolehdilakukan secara asal-asalan.Arah pekerjaan yang jelas, landasan 
yang mantap dan cara-caramendapatkannya yang tansparan merupakan amal perbuatan 
yang dicintai Allah SWT. 
C. Tinjauan Tentang Program Kesehatan Ibu dan Anak 
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4  
Cakupan pemeriksaan kehamilan (pelayanan antenatal) adalah persentase ibu 
hamil yang telah mendapat pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan di suatu 
wilayah kerja. Cakupan, kunjungan baru ibu hamil (Kl) dipakai sebagai indikator 
aksesabilitas (jangkauan) pelayanan, angka cakupan Kl diperoleh dari jumlah Kl dalam 
1 tahun dibagi jumlah ibu hamil di wilayah kerja dalam 1 tahun. Dalam pengelolaan 
program KIA disepakati bahwa cakupan ibu hamil adalah cakupan kunjungan ibu 
hamil yang keempat (K4), yang dipakai sebagai indikator tingkat perlindungan ibu 
hamil (Depkes Rl, 2007). 
a. Pengertian  
Ibu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai 
standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang 
dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan 
kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. 
Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal: 
(1) Timbang badan dan ukur tinggi badan, (2) Ukur tekanan darah (3) Skrining status 
imunisasi tetanus (dan pemberian Tetanus Toksoid), (4) (ukur) tinggi fundus uteri, (5) 




komunikasi interpersonal dan konseling), (7) Test laboratorium sederhana (Hb,Protein 
urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC).  
Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus: 1,10 x 
Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama). Angka CBR dan jumlah 
penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing-masing Kab/Kota/Provinsi pada 
kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil.  
Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam 
melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan 
antenatal. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di 
Kabupaten/Kota.  
2. Pelayanan Kehamilan/Antenatal Care (ANC)  
Pelayanan kehamilan (antenatal) secara umum bertujuan untuk meningkatkan 
kesehatan ibu selama hamil sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menyelesaikan 
kehamilannya dengan baik dan melahirkan bayi yang sehat. Sedangkan secara khusus 
pelayanan antenatal bertujuan untuk mendeteksi ibu hamil dengan faktor risiko tinggi 
dan menanggulangi sedini mungkin, merujuk kasus risiko tinggi ke tingkat pelayanan 
kesehatan yang sesuai, memberi penyuluhan dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi (KIE) sehingga terjadi peningkatan cakupan dan merencanakan serta 
mempersiapkan persalinan sesuai dengan risiko yang dihadapinya (Manuaba, 2001).  
Adapun yang menjadi sasaran pelayanan antenatal adalah ibu hamil. Sedangkan 
target adalah jumlah ibu hamil yang harus dicakup, dimana perhitungan setiap 





Pemeriksaan medik dalam pelayanan antenatal meliputi anamnesis, 
pemeriksaan fisik diagnostik pemeriksaan obstetrik dan pemeriksaan diagnostik 
penunjang (laboratorium).  
1. Anamnesis adalah pertanyaan terarah yang ditujukan kepada ibu hamil, untuk 
mengetahui keadaan ibu dan faktor risiko yang dimilikinya (Depkes RI, 1994). 
2. Pemeriksaan fisik diagnostik, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain adalah;  
a. Pengukuran berat badan, lingkar lengan atas (LLA), dan tinggi badan,  
b. Pengukuran tekanan darah, nadi, frekuensi pernafasan dan suhu tubuh, 
c. Adanya cacat tubuh 
d. Inspeksi, dilakukan untuk menilai keadaan ada tidaknya cloasma gravidarum pada 
muka muka/wajah, pucat atau tidak pada selaput mata, da nada tidaknya edema. 
Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada leher untuk menilai ada 
tidaknya pembesaran kelenjar gondok atau kelenjar limfe. Pemeriksaan dada untuk 
menilai bentuk buah dada dan pigmentasi putting susu. Pemeriksaan perut untuk 
menilai apakah perut membesar kedepan atau ke samping, keadaan pusat, 
pigmentasi linea alba, serta ada tidaknya striae gravidarum. Pemeriksaan vulva 
untuk menilai keadaan perineum, ada tidaknya tanda chadwick, dan adanya fluor. 
Kemudian pemeriksaan ekstremitas untuk menilai ada tidaknya varises. 
e. Palpasi, dilakukan untuk menentukan besarnya rahim dengan menentukan usia 
kehamilan serta menentukan letak anak dalam rahim. Pemeriksaan secara palpasi 
dilakukan dengan menggunakan metode Leopold, yakni : 
1) Leopold I, digunakan untuk menentukan usia kehamilan dan bagian apa yang 
ada dalam fundus, dengan cara pemeriksa berdiri sebelah kanan dan 
menghadap ke muka ibu, kemudian kaki ibu dibengkokkan  pada lutut dan lipat 
paha, lengkungkan jari-jari kedua tangan untu mengelilingi bagian atas fundus, 




dan melenting. Sedangkan bokomg akan lunak, kurang bunda, dan kurang 
melenting. 
2) Leopold II, digunakan untuk menentukan letak punggung anak dan letak bagian 
kecil pada anak. Caranya, letakkan kedua tangan pada sisi uterus, dan tentukan 
dimanakah bagian terkecil bayi. 
3) Leopold III, digunakan untuk menentukan bagian apa yang terdapat dibagian 
bawah dan apakah bagian abawah anak sudah atau belum terpegang oleh pintu 
atas panggul. Caranya, tekan dengan ibu jari dan jari tengah pada salah satu 
tangan secara lembut dan masuk kedalam abdomen pasien diatas simpisis 
pubis. Kemudian peganglah bagian presentasi bayi, lalu bagian apakah yang 
menjadi presetasi tersebut. 
4) Leopold IV, digunakan untuk menetukan apa yang menjadi bagian bawah dan 
seberapa masuknya bagian bawah tersebut ke dalam rongga panggul. Caranya, 
letakkan kedua tangan disisi bawah uterus, lalu tekan kedalam dan gerakkan 
jari-jari kea rah rongga panggul, dimanakah tonjolan sefalik dan apakah bagian 
presentasi telah masuk. Pemeriksaan ini tidak dilakukan bila kepala masih 
tinggi. Pemeriksaan Leopold lengkap dapat dilakukan bila janin cukup besar, 
kira-kira bulan VI ke atas.  
f. Auskultasi, dilakukan umumnya dengan stetoskop monoaural untuk mendengarkan 
bunyi jantung anak, bising tali pusat, gerakan anak, bising rahim, bunyi aorta, serta 
bising usus. Bunyi jantung anak dapat didengar pada akhir bulan ke-5, walaupun 
dengan ultrasonografi dapat diketahui pada akhir bulan ke-3. Bunyi jantung anak 
dapat terdengar dikiri dan kanan di bawah tali pusat bila presentasi kepala. Dalam 
keadaan sehat, bunyi jantung antara 120-140 kali per menit. Bunyi Bila terdengar 





3. Pemeriksaan obstetrik, adalah meliputi : (a) pemeriksaan luar yaitu : umur 
kehamilan, taksiran berat janin terhadap umur kehamilan, letak janin, turunnya 
bagian terendah janin dan detak jantung janin, (b) pemeriksaan panggul dalam 
(pelvimetri) 
4. Pemeriksaan diagnostik penunjang, yang meliputi pemeriksaan Hb, urine, dan 
lain-lain, bila diperlukan. Diagnosis dibuat berdasarkan hasil anamnesis, 
pemeriksaan fisik diagnostik, obstetrik dan diagnostik penunjang seperti 
diuraikan diatas. 
Menurut Depkes RI (Depkes, 2007), pelayanan antenatal adalah pelayanan 
yang dibenkan kepada ibu hamil secara berkala untuk menjaga kesehatan ibu dan 
janinnya. Dalam penerapan praktis, sering dipakai standar minimal pelayanan antenatal 
" 5 T + 2 P " yang terdiri atas : (a) timbang berat badan dan (pengukuran) tinggi badan, 
(suatu teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk menilai status gizi ibu, bila 
tidak tersedia timbangan pada waktu pemeriksaan kehamilan yang pertama, adalah 
pengukuran Lingkaran Lengan Atas (LLA), (b) pemeriksaan tekanan darah, (c) tinggi 
fundus uteri, (d) pemberian Tetanus Toksoid (TT) dua kali selama hamil, (e) pemberian 
tablet zat besi (Fe) minimal 90 tablet selama hamil, (f) penyuluhan, (g) Peran Serta 
Masyarakat (PSM). 
Menurut Depkes RI (2007), kebijakan operasional dalam pelayanan antenatal 
pada ibu hamil meliputi: (a) menemukan kehamilan risiko tinggi sedini mungkin, (b) 
melakukan upaya pencegahan neonatal tetanus dengan imunisasi TT, (c)pemberian 
tablet tambah darah (Fe) pada setiap ibu hamil selama kehamilannya, (d) melakukan 
pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, pada ibu hamil dengan risiko tinggi, 
pemeriksaan dilakukan lebih sering dan intensif.  
Untuk itu bidan dan petugas pemberi pelayanan antenatal wajib mengadakan 




pendekatan dapat dilakukan oleh dukun terlatih maupun kader Posyandu atau kader 
peminat KIA, (e) pemeriksaan laboratorium hanya dilakukan atas indikasi, (f) setiap 
ibu hamil dibuatkan kartu ibu untuk mencatat hasil pemeriksaan kehamilan, perlu 
diberikan KMS ibu hamil dan kartu Imunisasi, (g) menyediakan sarana pelayanan 
kesehatan antenatal yang sesuai dengan standar pada jenjang pelayanan, (h) 
memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, keluarga, suami mengenai cara hidup sehat, 
pentingnya memeriksa kan kehamilan ke puskesmas, puskesmas pembantu, bidan di 
desa dan posyandu, pengenalan tanda-tanda kehamilan risiko tinggi dan cara meminta 
pertolongan, gizi ibu selama hamil, perawatan payudara, menyusui bayi segera setelah 
lahir, perawatan bayi termasuk perawatan tali pusat dan penyuluhan pentingnya 
pemakaian kontrasepsi setelah melahirkan, (j) memberikan pelayanan antenatal di 
puskesmas pada setiap hari kerja, (k) melakukan rujukan intern di dalam puskesmas 
untuk menjaring ibu hamil yang datang dengan keluhan lain, untuk diteruskan pada 
bagian KIA. 
Menurut Depkes RI (2007) dalam program perencanaan kesehatan ibu dan anak 
melalui pendekatan tim, menyebutkan bahwa kebijaksanaan pelayanan antenatal 
merupakan kebijaksanaan umum dalam memberikan pelayanan antenatal sesuai 
dengan standar pada jenjang pelayanan yang terdiri dari : (a) meningkatkan peran 
sertamasyarakat (suami, keluarga, kader) dalam menunjang penyelenggaraan 
pelayanan antenatal dan pencegahan risiko tinggi melalui kegiatan bimbingan dan 
penyuluhan kesehatan, (b) meningkatkan mutu dan jumlah tenaga pelaksana maupun 
peralatan fasilitas pelayanan antenatal, (c) melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 
4 kali yaitu : pada triwulan pertama 1 kali, triwulan ke dua 1 kali, dan pada triwulan ke 
tiga 2 kali, (d) meningkatkan sistem rujukan kehamilan risiko tinggi, mendapatkan 




Pemanfaatan Puskesmas turun sebanyak 20% di kalangan penduduk yang 
mampu, sedangkan pemanfaatan puskesmas turun sebanyak 60% pada penduduk yang 
lebih mampu. Di lain pihak terjadi kenaikan secara drastis, pemanfaatan dokter praktek 
dari hanya 3% pada 10% masyarakat paling miskin menjadi 29% pada 10% penduduk 
paling miskin (Profil Kesehatan Indonesia, 2005). 
Ditingkat pelayanan dasar, pemeriksaan antenatal hendaknya memenuhi tiga 
aspek pokok, yaitu ; (a) aspek medik, yang meliputi: diagnosis kehamilan, penemuan 
kelainan secara dini dan pemberian terapi sesuai dengan diagnosis, (b) penyuluhan, 
komunikasi dan motivasi ibu hamil, antara lain mengenai : penjagaan kesehatan dirinya 
dan janin, pengenalan tanda-tanda bahaya dan faktor risiko yang dimilikinya dan 
pencarian pertolongan yang memadai secara tepat waktu, (c) rujukan, ibu hamil dengan 
risiko tinggi harus dirujuk ke tempat pelayanan yang mempunyai fasilitas lebih lengkap 
(Depkes, 2005). 
a. Tujuan Pemeriksaan Kehamilan 
Tujuan umum dari pemeriksaan kehamilan adalah menyiapkan seoptimal 
mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama dalam kehamilan, persalinan dan nifas 
sehingga didapatkan ibu dan anak yang sehat (Manuaba, 2001). 
Pengawasan antenatal memberikan manfaat dengan ditemukannya berbagai 
kelainan yang menyertai kehamilan secara dini, sehingga dapat diperhitungkan dan 
dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan persalinan. Diketahui bahwa janin 
dalam rahim dan ibunya merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, 
sehingga kesehatan ibu yang optimal akan meningkatkan kesehatan, pertumbuhan dan 
perkembangan janin (Manuaba, 2001). 





   
   
   
   
  
  
Terjemahnya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”(Departemen Agama RI, 
2010) 
Berdasarkan ayat di atas terkandung makna bahwa kita sebagai umat muslim 
diperintahkan untuk mencari penyembuh dari penyakit-penyakit karena sesungguhnya 
tidak ada penyakit yang diturunkan melainkan ada obatnya. Allah swt.juga telah 
memberi petunjuk melalui perantara dokter atau tenaga kesehatan. 
b. Jadwal Pemeriksaan Kehamilan 
Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara ibu hamil dan petugas kesehatan 
yang memberikan pelayanan antenatal standar untuk mendapatkan pemeriksaan 
kehamilan. Istilah kunjungan tidak mengandung arti bahwa selalu ibu hamil yang 
datang ke fasilitas pelayanan, tetapi dapat sebaliknya, yaitu ibu hamil yang dikunjungi 
petugas kesehatan di rumahnya atau di posyandu (Depkes RI, 2007).  
Kunjungan baru ibu hamil (Kl) adalah kontak ibu hamil yang pertama kali 
dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan standar, dalam 
pengelolaan program KIA disepakati bahwa kunjungan ibu hamil yang keempat (K4) 
adalah kontak ibu hamil yang keempat atau lebih dengan petugas kesehatan untuk 
mendapatkan pemeriksaan kehamilan, dengan distribusi kontak sebagai berikut: (a) 
minimal 1 kali pada trimester I, (b) minimal 1 kali pada trimester II dan (c) minimal 2 




Menurut Depkes RI (2002) pemeriksaan kehamilan berdasarkan kunjungan 
antenatal dibagi atas: 
a. Kunjungan Pertama (K1) 
Meliputi : (1) Identitas/Biodata, (2) Riwayat kehamilan, (3) Riwayat kebidanan, 
(4) Riwayat kesehatan, (5) Riwayat sosial ekonomi, (6) Pemeriksaan kehamilan dan 
Pelayanan kesehatan, (7) Penyuluhan dan konsultasi. 
b. Kunjungan Keempat (K4) 
Meliputi : (1) Anamnesa (keluhan/masalah), (2) Pemeriksaan kehamilan dan 
pelayanan kesehatan, (3) Pemeriksaan psikologis, (4) Pemeriksaan laboratorium bila 
ada indikasi/diperlukan, (5) Diagnosa akhir (kehamilan normal, terdapat penyulit, 
terjadi komplikasi, atau tergolong kehamilan Risiko Tinggi/Resti), (6) Sikap dan 
rencana tindakan (persiapan persalinan dan rujukan). 
 
c. Pelaksana Pelayanan Antenatal 
Peranan, fungsi dan tugas pelayanan antenatal diPuskesmas 
Tenaga Peranan Fungsi Tugas 
    
Dokter - Kepala Puskesmas - Konsultasi medic - Pembinaan ketenagaan yang 
  - Manajer - Manajer ada diwilayah kerja Puskesmas 
      - Koordinasi 
    
Bidan 
- Pengelola unit KIA-
KB - Pelaksana KIA-KB - Pelayanan antenatal 
      - Pelayanan perinatal 
      - Pelayanan KB 
      - Pelayanan persalinan 
        
    
Perawat - Staf unit KIA-KB 
- Staf pelaksana KIA-
KB - Melakukakan kunjungan rumah 
      kasus KIA-KB 








d. Penilaian Mutu Pelayanan Kehamilan 
Menurut Depkes RI (2007), untuk menilai mutu pelaksanaan pelayanan 
antenatal dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap evaluasi komponen mutu 
pelayanan kesehatan, yang meliputi: 
a. Input (masukan) yang terdiri-dari : pengetahuan petugas tentang pelaksanaan 
pelayanan antenatal, kelengkapan sarana pelayanan antenatal 
b. Proses, adalah penatalaksanaan pelayanan antenatal, yang terdiri-dari, anamnesis, 
pemeriksaan fisik, diagnosa, terapi, konseling. 
c. Out put (keluaran) adalah pengetahuan pasien tentang antenatal. 
Untuk mengetahui apakah pelayanan antenatal telah dilakukan sesuai standard 
yang telah ditetapkan, perlu dinilai pelayanan antenatal yang telah dilakukan. 
Disini yang dinilai adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap standard yang telah 
ditetapkan dalam memberikan pelayanan antenatal, yang disebut dengan "Metoda 
Analisis Sistem", kegiatan yang dilakukan adalah : melakukan observasi pelayanan 
antenatal dibanding dengan daftar tilik (check list) di bandingkan dengan standar 
pelayanan yang telah baku (Depkes RI, 2007).  
      - Pelayanan KB 
        
Pembantu, - Staf unit KIA-KB 
- Staf pelaksana KIA-
KB - Membantu bidan dalam  
bidan (PK-
E)     kunjungan rumah 
      - Pelayanan antenatal 
        




Menurut M. Fais Satrianegara – Sitti Saleha dalam Organisasi dan Manajemen 
Pelayanan Kesehatan serta Kebidanan (2009), standar pelayanan antenatal terdiri atas 
6 standar, yaitu : 
1. Identifikasi ibu hamil, bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi 
dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, 
suami dan anggota keluarganya agar menolong ibu untuk memeriksakan kehamilannya 
sejak dini dan secara teratur.  Dengan syarat : 
a. Bidan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan ibu 
hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kehamilannya 
secara dini dan teratur. 
b. Bidan harus memahami tujuan pelayanan antenatal dan alasan ibu tidak 
memeriksakan kehamilannya secara dini, tanda dan gejala kehamilan, serta 
keterampilan berkomunikasi secara efektif. 
c. Bahan penyuluhan kesehatan yang tersedia dan sudah siap digunakan oleh bidan 
2. Pemeriksaan dan pemantauan antenatal, yakni memberikan pelayanan antenatal 
berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Dengan syarat : 
a. Bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas, termasuk penggunaa 
KMS Ibu Hamil dan kartu pencatatan hasil pemeriksaan kehamilan (Kartu Ibu) 
b. Alat untuk pelayanan antenatal tersedia dalam keadaam baik dan berfungsi, antara 
lain : stetoskop, tensimeter, meteran kain, timbangan, pengukur lingkar lengan atas, 
dan stetoskop janin. 
c. Tersedia obat dan bahan lain, misalnya : vaksin TT; tablet besi, asam folat, dan obat 
anti malaria (pada daerah endemis malaria); serta alat pengukur Hb Sahli. 
d. Menggunakan KMS Ibu Hamil/Buku KIA dan Kartu Ibu. 
e. Terdapat system rujukan yang berfungsi dengan baik, ibu hamil risiko tinggi atau 




3. Palpasi Abdominal, yakni bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara 
seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan; serta bila umur 
kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masukanya kepala 
janin kedalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat 
waktu.  
Dengan prasyarat : 
a. Bidan telah dididik dengan prosedur palpasi abdominal yang benar. 
b. Alat, misalnya meteran kain, stetoskop janin, tersedia dalam kondisi baik. 
c. Tersedia tempat pemeriksaan yang tertutup dan dapat diterima masyarakat. 
d. Menggunakan KMS Ibu Hamil/Buku KIA, Kartu Ibu untuk pencatatan. 
e. Adanya sistem rujukan yang berlaku bagi ibu hamil yang memerlukan rujukan. 
4. Pengelolaan anemia pada kehamilan, bidan melakukan yindakan pencegahan, 
penemuan, penanganan, dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Dengan prasyarat : 
a. Ada pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan 
b. Bidan mampu mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan dan memberikan 
penyuluhan gizi untuk mencegah anemia. 
c. Alat untuk mengukur kadar Hb yang berfungsi baik. 
d. Tersedia tablet zat besi dan asam folat 
e. Obat anti malaria (didaerah endemis malaria) 
f. Obat cacing 
g. Menggunakan KMS Ibu Hamil/Buku KIA, Kartu Ibu. 
5. Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan, mengenali dan menemukan secara 





a. Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, pengukuran tekanan 
darah. 
b. Bidan mampu mengukur tekanan darah dengan benar, mengenali tanda-tanda pre-
eklampsia, mendeteksi hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan lanjut 
sesuai dengan ketentuan. 
c. Tersedianya tensimeter air raksa dan stetoskop berfungsi dengan baik. 
d. Menggunakan KMS Ibu Hamil/Buku KIA, Kartu Ibu 
e. Alat pemeriksaan protein urine. 
6. Persiapan persalinan., untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam 
lingkngan yang aman dan menandai dengan pertolongan bidan terampil.  Dengan 
syarat : 
a. Semua ibu harus melakukan dua kali kunjungan antenatal pada trisemseter terkahir 
kehamilannya. 
b. Adanya kebijaksanaan dan protokol nasional/setempat tentang indikasi persalinan 
yang harus dirujuk dan berlangsung dirumah sakit. 
c. Bidan terlatih dan terampil dalam melakukan pertolongan persalinan yang aman 
dan bersih. 
d. Peralatan penting untuk melakukan pemeriksaan antennal tersedia dan dalam 
keadaan berfungsi, termasuk air mengalir, sabun, handuk bersih untuk 
mengeringkan tangan, bebrapa pasang sarung tangan bersih dan DTT/steril, 
fetoskop/Doppler, pita pengukur yang bersih, stetoskop dan tensimeter. 
e. Perlengkapan penting yang diperlukan untuk melakukan pertolongan persalinan 
yang bersih dan aman tersedia dalam keadaan desinfeksi tingkat tinggi (termasuk 
partus set DTT/steril, sarung tangan DTT/steril, dan peralatan yang memadai 




f. Adanya persiapan transportasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepat jika terjadi 
kegawatdaruratan ibu dan janin. 
g. Menggunakan KMS Ibu Hamil/Buku KIA, Kartu Ibu dan partograf. 
h. Sistem rujukan yang efektif yntuk ibu hamil yang mengalami komplikasi selama 
kehamilan. 
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Sumber:  Teori dalam buku prinsip-prinsip manajemen, G.R. Terry tahun 2009 
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran manajemen pengelolaan 
pelayanan kesehatan pada program KIA di Puskesmas Kampili. Penelitian kualitatif 
adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 
atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan 
mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku 
yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi 
tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 
komprehensif, dan holistik. (Bogdan dan Taylor (1992: 21-22)) 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Lokasi ini sekaligus 
membatasi ruang lingkup penelitian tersebut (Notoatmodjo, 2012). 
Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kampili yang lokasinya berada di Desa 
Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 
B. Informan Penelitian dan Metode Penentuan Informan 
Informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi mengenai hal yang 
diperlukan dalam penelitian. Metode untuk mendapatkan informan dilakukan secara 




wewenang dalam penerapan fungsi manajemen pada program KIA di Puskesmas 
Kampili. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah: 
1. Informan kunci (key informan), yaitu seseorang yang secara lengkap dan 
mendalam mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi manajemen pada program 
pengendalian KIA Puskesmas Kampili. Informan kunci dalam penelitian ini 
adalah kepala Puskesmas Kampili. 
2. Informan biasa, yaitu orang yang mengetahui pelaksanaan fungsi manajemen 
dalam program KIA di Puskesmas Kampili, yang terdiri dari 1 Bidan 
Koordinator, 3 orang bidan dan 2 perawat dari ruangan KIA di Puskesmas 
Kampili. Jadi, jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. 
Adapun kriteria informan adalah informan terlibat dalam kegiatan pelaksanaan 
fungsi manajemen pada program KIA di Puskesmas Kampili, mampu berkomunikasi 
dengan baik, berada di lokasi penelitian selama penelitian berlangsung, dan bersedia 
menjadi informan. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang 
dilakukan melalui: 
1. Wawancara mendalam, dimana wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, 
terstruktur dengan pedoman. 
2. Dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen, bermanfaat 
sebagai bukti penelitian dan sesuai dengan standar kualitatif. 
3.  Literatur, Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti 




D. Instrumen Penelitian 
Wawancara secara mendalam merupakan instrumen dalam penelitian ini. 
Kemudian, peneliti juga menggunakan alat perekam yang berfungsi untuk 
mengumpulkan hasil wawancara dan sebagai bukti penelitian. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dilakukan dengan cara manual 
sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian 
ini dan selanjutnya dianalisis dengan metode content analisis yaitu analisis isi 
kemudian di interpretasikan dalam bentuk narasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 
transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari 
hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik 
analisis data yang digunakan oleh peneliti:  
1. Reduksi Data  
Reduksi yaitu merupakan  proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992). Kegiatan reduksi data 
berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif 
berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, 
terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 
membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis catatan. 
Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan,  menggolongkan, 




sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. oleh karena 
itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit 
analisis selanjutnya.  
2. Triangulasi 
 Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi 
diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 
Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 
menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan 
sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 
kualitatif (Patton, 1987). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh 
langkah sebagai berikut :  
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 
pandangan petugas yang lain. 
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
d. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil penelitian sebelumnya dan pendapat 
para ahli dibidang tersebut. 
  Penyajian data adalah langkah selanjutnya yang di mana merupakan sekumpulan 
informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan (Miles dan Huberman,1992). Penyajian data diarahkan agar data 
hasil reduksi dan triangulasi tersusun dan terorganisasikan  sehingga mudah dipahami. 




penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa 
yang terjadi. pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 
informasi yang di peroleh dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk 
menjawab masalah penelitian. 
3. Menarik Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melakukan pemaknaan atas hasil 
temuan informasi atau data yang di peroleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus 
atau individual di lokasi penelitian, yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan 













BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Geografis 
Puskesmas Kampili secara administrasi terletak di Kecamatan Pallangga 
sekitar 10 (Sepuluh) Kilometer dari ibukota kabupaten yang terdiri dari 8 (delapan) 
Desa yaitu Desa Kampili, Desa Bontoramba, Desa Julupa’mai, Desa Julukanaya, 
Desa Julubori, Desa Pallangga, Desa Bungaejaya, dan Desa Toddotoa. 
Wilayah Puskesmas Kampili berbatasan langsung dengan wilayah sebelah 
Timur dengan Kabupaten Takalar, sebelah Selatan dengan Kecamatan Bajeng, 
sebelah Utara  dengan Kecamatan Sombaopu, sebelah Barat dengan Desa Jenetallasa. 
Luas wilayah Puskesmas Kampili ± 28,8 kilometer²  dengan waktu jangkau dari desa 
ke Puskesmas yang terdekat 15 menit yang terjauh 60 menit. 








Jumlah penduduk diwilayah kerja Puskesmas Kampili tahun 2015 adalah 
sebesar 35725 jiwa , balita 3751 jiwa, bayi 668 jiwa, jumlah KK 9289 jiwa sedang 
distribusi penduduk ditiap desa dapat dilihat pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1 
Data Jumlah Penduduk Perdesa di wilayah UPTD Puskesmas Kampili Tahun 2015 

























































JUMLAH 35725 9289 668 3751 
Data diperoleh dari SP2TP 
3. Transportasi 
 Luas wilayah Puskesmas Kampili + 28,8 km Dengan  waktu jangkau dari Desa 
ke Puskesmas yang terdekat 15 menit yang terjauh 60 menit dengan kondisi jalanan  




Desa dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat dan dua. 
4. Pendidikan 
Berdasarkan data yang ada dipuskesmas kampili,tingkat pendidikan 
masyarakat bervariasi, mulai dari tidak sekolah, sekolah dasar, SMP, SMA dan 
Perguruan Tinggi. Namun jumlah secara pasti  datanya belum lengkap, namun dilihat 
dari sarana pendidikan yang berjumlah 35 buah yang tersebar di 8 (delapan) desa. 
Untuk selanjutnya lihat tabel 2. 
Tabel 4.2 



































































JUMLAH 17 20 5 1 1 
Data diperoleh dari SP2TP 
 
5. Sosial Budaya 
Dalam upaya membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu 




diPuskesmas kampili, ada beberapa kelompok yang menjadi komponen sosial budaya 
antara lain Dukun beranak, dukun pijat, kelompok OKP dan LKMD yang ada di Tiap 
desa, kelompok PKK dan lain-lain. 
 
6. Mata Pencaharian 
Berdasarkan data yang ada di Puskesmas Kampili, tahun 2015, sumber mata 
pencaharian masyarakat sebahagian besar Bertani (65%), Berdagang (15%), Buruh (10 
%), Pegawai (10 %). 
 
B. Hasil Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kampili Kecamatan 
Pallangga. Penelitian dilakukan pada Tanggal  24 Oktober – 27 November 2016. 
Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan 






1.  Karakteristik Informan  
Tabel 4.3 













1 AS 45 Laki-laki S2 
2 MR 42 Perempuan S2 
3 SW 32 Perempuan S1 
4 HS 35 Perempuan S1 
5 AY 26 Perempuan D3 
6 SN 23 Perempuan D3 
7 RS 23 Perempuan D3 
   Sumber : Data Primer, 2016 
   
 Berdasarkan tabel 4.3, Informan berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang laki-
laki dan 6 orang perempuan. Pendidikan terakhir informan berbeda-beda yang mulai 
dari , D3, S1, dan S2. Informan dipilih berdasarkan kriteria penelitian dengan 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan peneliti di mana informan terlibat di dalam program KIA 
di Puskesmas Kampili serta bersedia diwawancarai sampai selesai.  
 
2. `Perencanaan Program KIA di Puskesmas Kampili 
 Penyusunan perencanaan disusun dengan mengikuti tahapan atau siklus 
tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, 
tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Secara garis besar perencanaan dapat 
dirumuskan menjadi lima tahapan yang meliputi identifikasi masalah, penentuan 
tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan 




a. Cara Identifikasi Masalah, Menentukan Prioritas Masalah, dan Merumuskan         
Program Kerja pada Program KIA di Puskemas Kampili. 
 Dari hasil keterangan informan tentang cara mengidentifikasi masalah, 
menentukan prioritas masalah dan merumuskan program kerja, dapat di simpulkan 
bahwa cara informan dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah 
dan merumuskan program kerja di lakukan dengan melihat target program yang belum 
tercapai sebelumnya. Setelah itu survey mawas diri dilakukan untuk melihat masalah 
apa yang terdapat di wilayah kerjanya, serta melakukan penyelidikan epidemiologi 
untuk mendata jumlah kasus yang terjadi di wilayah kerjanya. Adapun cara untuk 
menentukan prioritas masalah, dengan melihat tingkat urgensi suatu masalah yang di 
rumuskan secara bersama-sama dan tahap terakhir yaitu  penyusunan POA (Plan Of 
Action).  
 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indepth interview) yaitu cara identifikasi masalah, menentukan 
prioritas masalah dan merumuskan program kerja dalam fungsi perencanaan yang 
tergambar melalui hasil wawancara berikut: 
 “Ya jadi sebelum kita membuat perencanaan, kita identifikasi dulu permasalahan yang 
ada dengan melihat kejadian dari tahun sebelumnya biasanya kemudian kita membuat 
perencanaan untuk tahun berikutnya. Jadi kita mengumpulkan seluruh data kegiatan, dan 
hasil-hasilnya terus kita identifikasi mana yang mencapai target dan mana yang tidak 
mencapai target. Kalau yang tidak mencapai target ini dicari penyebabnya kenapa tidak 
mencapai target, disini kita menganalisis menggunakan analisis akar-berakar atau tulang 
ikan untuk mendapatkan akar dari masalah tersebut dan yang terlibat itu setiap pemegang 
program yang semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Setelah itu di pilih lagi 
yang mana menjadi prioritas kita liat berdasarkan program yang persentase 
keberhasilannya paling rendah, terus kita merencanakan membuat POA” 
 




“Prioritas masalah itu disini kita tentukan misalnya dengan liat persentase keberhasilan 
program dan apakah masalah itu urgent atau tidak, kalau diliat persentasenya rendah kita 
lakukan lagi pengkajian apa penyebabnya kemudian programnya akan dilaksanakan lagi 
untuk program selanjutnya. Kemudian ada namanya MMD atau Musyawarah Masyarakat 
Desa jadi kita survey juga dari situ kita bisa mengetahui masalah kemudian menentukan 
prioritas masalah kemudian masuk di apa  yang menjadi perencanaan kita ke depan 
seperti apa, itulah di setiap program harus memasukkan POA atau Plan of actionnya  
masing-masing. Terus kita memang perencanaannya disini untuk menentukan prioritas 
kita lakukan dari akarnya dulu yakni dengan MMD dan setelah itu kita lakukan lagi SMD 
atau survey mawas diri. Terus ada namanya perencanaan tingkat puskesmas, ya disini mi 
kita rencanakan juga pendanaanya, SDMnya terus pembagian timnya”. 
 
            (MR, 42 Tahun, 27 Oktober 2016) 
 
3. Pengorganisasian Program KIA di Puskesmas Kampili 
Pengorganisasian di Puskesmas adalah struktur organisasi dan tata kerja 
Puskesmas yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksana 
Puskesmas. Struktur organisasi Puskesmas menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, 
serta pola interaksi yang akan diikuti tenaga pelaksana di Puskesmas (Endang,S, 2011). 
a. Cara Pembagian Tugas, Penentuan Sumber Daya dan Menyusun Kelompok 
Kerja pada Program KIA di Puskesmas Kampili 
 Dari hasil keterangan informan tentang cara pembagian tugas, penentuan sumber 
daya dan menyusun kelompok kerja, dapat di simpulkan bahwa pembagian tugas, 
penentuan sumber daya dan menyusun kelompok kerja, di tentukan berdasarkan 
disiplin ilmu atau kompetensi masing-masing tenaga kesehatan. Dimana proses 
pembagian tugas, sumber daya, dan menyusun kelompok kerja ini di rumuskan secara 
bersama-sama di setiap awal tahun, berdasarkan persetujuan dari masing-masing 
tenaga kesehatan yang kemudian di putuskan oleh Kepala Puskesmas.  
 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 




sumber daya dan menyusun kelompok kerja dalam fungsi pengorganisasian yang 
tergambar melalui hasil wawancara berikut: 
“Kalau pembagian SDM sudah ada memang aturannya,, tapi  kalau pembagian tugas itu 
kita kelompokkan berdasarkan keahlian masing-masing, pokoknya sesuai dengan 
kompetensinya baik dari disiplin ilmunya maupun dari apakah dia sudah mengikuti 
pelatihan tentang pelayanan tersebut. Kemudian ada masing-masing penanggung jawab 
baik didesa sebagai bidan desa maupun penanggung jawab di masing-masing ruangan. 
Semua bidan disini itu kita samakan baik yang PNS, atau PTT skill nya sudah diakui yang 
penting sudah ada STM nya surat tanda registrasinya, semua bidan  sudah bisa melakukan 
persalinan cuma ada yang namanya bidan senior artinya pengalamannya sudah banyak 
junior ya pengalamannya masih kurang ya dikasih berdampingan, harus berdampingan 
antara senior dan junior dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan dan juga dalam 
pembagian shift utamanya shift jaga.” 
        (MR, 42 Tahun, 07 November 2016) 
“Kalau pembagian sumber daya atau tugasnya jelas harus sesuai dengan keahliannya 
masing-masing dan tentunya kepala Pukesmas yang memutuskan itu semuanya bilang ini 
diberikan tanggung jawab program ini, kalau di program KIA ini khususnya kita langsung 
di arahkan sama Bikor karena beliau yang lebih tau kita masing-masing dimana 
keahliannya, setelah itu baru dilaporkan ke kepala puskesmas terus dipertimbangkan 
kalau sudah fix baru disetujui”. 
          (SN, 23 Tahun, 14 November 2016) 
 
4. Pergerakan Program KIA di Puskesmas Kampili 
  Pelaksanaan atau penggerakan (actuating) yang dilakukan setelah organisasi 
memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur 
organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan 
unit atau satuan kerja yang dibentuk. Di antara kegiatan pelaksanaan adalah melakukan 
pengarahan, bimbingan dan komunikasi. pergerakan (actuating) tidak lain merupakan 
upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai 
pengarahan dan motivasi agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara 





a. Keterlibatan Pimpinan dalam Pergerakan dan motivasi atau bimbingan yang 
diberikan pada Program KIA di Puskesmas Kampili 
 Dari hasil keterangan informan mengenai keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan 
motivasi atau bimbingan seperti apa yang di berikan, dapat di simpulkan bahwa di 
dalam proses pergerakan atau pelaksanaan program, pimpinan selalu memberikan 
motivasi dan bimbingan. Seperti memberikan solusi apabila terjadi hambatan atau 
terdapat hal yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, pada saat program tersebut 
dilaksanakan. 
 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indeph interview) tentang keterlibatan pimpinan dan motivasi 
dan bimbingan yang di berikan dalam fungsi pergerakan yang tergambar melalui hasil 
wawancara berikut: 
“Kalau pimpinan atau Bikor di program KIA ini selalu arahkan kita. Kan beliau 
mengkoordinir 8 desa jadi setiap minggu itu ibu pergi ke pustu melihat bagaimana 
pelayanan disana. Kalau bapak kepala puskesmas selalu berikan bimbingan dan motivasi, 
misalnya bapak beritahukan kapan waktu yang pas untuk jalankan suatu program supaya 
waktunya tepat  dan kenapa masyarakat membutuhkan  program itu untuk dijalankan 
dengan pertimbangan dan alasan jadi kita juga bisa dapat arahan”  
         (SW, 32 Tahun, 15 November 2016) 
 
“Pergerakannya ya minimal kita harus melibatkan lintas sektor masing-masing kayak 
kepala desa dan kader. Terus kalau PWS kan PWS itu namanya pemantauan wilayah 
setempat, PWS itu semua bidan desa yang terlibat itu memantau wilayah yang terbagi atas 
8 desa itu. Terus kita disini juga dapat program EMAS dari pemerintah sudah berjalan 3 
tahun dan tahun ini berakhir. Dia termasuk dalam skill bidan dilatih bidan bagaimana 
penanganan kasus-kasus kegawat daruratan kayak PB (preeclampsia berat), pendarahan 
pasca salin kemudian bayi asfiksia itu yang difokuskan karena penyebab kematian 
terbanyak ya pendarahan dan preeklampsi ya jadi kita ada bidan yang dilatih skillnya 
untuk itu.” 
 (MR, 42 Tahun, 07 November 2016) 
 
“Bikor setiap minggu ke pustu mengecek bagaimana disana pelayanannya, kapus juga 




masalah kemudian dicarikan solusinya. Dan juga kita biasa melakukan pelayanan di 
puskesmas, biasa kita turun langsung kerumah warga kalau ada ibu hamil yang 
bermasalah, apakah dia sudah 3 bulan tidak periksa kehamilannya ataukah dia ibu hamil 
berisiko. Yang turun itu bidan-bidan didesa setempat supaya mudah dijangkau. 
 
          (SN, 23 Tahun, 15 November 2016) 
5. Pengawasan Program KIA di Puskesmas Kampili 
  Pengawasan di definisikan oleh Azwar (1988) adalah melakukan penilaian 
sekaligus koreksi terhadap setiap penampilan pegawai untuk mencapai tujuan yang 
telah di tetapkan atau suatu proses untuk mengukur pelaksana suatu program kemudian 
dilanjutkan dengan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah di 
tetapkan dapat tercapai. Pengawasan bertujuan untuk mengukur atau menilai hasil 
pekerjaan, menghindari penyimpangan dan jika perlu mengambil tindakan-tindakan 
kritik terhadap penyimpangan tersebut. Pengawasan perlu dilaksanakan agar para 
pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian dan tujuan umum 
organisasi (Alfrida, 2012). 
 
 
a. Cara Pimpinan dalam Melakukan Pengawasan pada Program KIA di 
Puskesmas Kampili 
 Dari hasil keterangan informan tentang cara pimpinan dalam melakukan 
pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam melakukan pengawasan 
program KIA biasanya melalui perantara Bikor (Bidan Koordinator) atau Via Telepon, 
karena pimpinan memberikan kepercayaan kepada semua petugas kesehatan dalam 




 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indeph interview) tentang cara pimpinan dalam melakukan 
pengawasan yang tergambar melalui hasil wawancara berikut: 
“Jadi disini itu kita perkembangan prokernya itu selalu di awasi sama Bikor, jadi semua 
bidan disini kalau ada hambatan melapor dulu ke Bikor kemudian diteruskan ke Kepala 
Puskesmas. Karena kita disini juga sudah ada tugas masing-masing jadi Kepala 
Puskesmas biasa pantau kita lewat Bikor atau biasa juga kita ditelepon ditanya bagaimana 
perkembangan dan apa kendalanya”. 
          (RS, 23 Tahun, 18 November 2016) 
 
“Pengawasannya khusus untuk program KIA saya sendiri yang awasi selaku bidan 
koordinator disini, di evaluasi setiap triwulan hasil-hasil cakupan yang dicapai kegiatan-
kegiatan. Terus kita disini itu pustunya benar-benar diawasi, jadi ibu hamil yang sudah 
bersalin harus bidan desa mengawasi karena ada namanya kunjungan rumah sehabis 
persalinan dan nifas. Ada memang jadwal kunjungan-kunjungannya. Kalau 
pengawasannya kepala puskesmas ya beliau juga kan diberi informasi, bagaimana sistem 
pelayanan disini apa sudah nyaman misalnya atau ada yang perlu diperbaiki terus 
bagaimana kondisi dilapangan, beliau selalu mengontrol itu.” 
(MR, 42 Tahun, 15 November 2016) 
 
“Kita biasanya di awasi sama Bikor, karena kan rata-rata bidan itu sudah tahu semua 
pekerjaannya, paling mengawasi dalam pelaksanaannya itu melihat apa kah  betul sudah 
di laksanakan kemudian mengingatkan juga jadwal pelaksanaannya, pelaporannya, jadi 
cuma di berikan bimbingan.. Kapus disini aktif dalam pengawasan setiap minggu datang 
untuk mengontrol perkembangan proker”      
          (AY, 26 Tahun, 18 November 2016) 
 
 
6. Evaluasi  Program KIA di Puskesmas Kampili 
 Evaluasi juga didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan nilai atau 
jumlah keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan (Azwar, 1996).  
 Melalui evaluasi dari setiap pelaksanaan kerja, organisasi dapat mencapai 
beberapa tujuan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan 
yang terjadi yang tidak diinginkan kemudian diperbaiki sehingga tujuan dapat tercapai 




direncanakan yang kemudian berakhir pada tahap pengawasan yang dimana pada tahap 
ini kita melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau tidaknya yang 
kemudian nantinya akan menjadi koreksi dan catatan penting bagi pelaksanaan 
kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna mencapai tujuan yang sesungguhnya 
(Muninjaya, 2004). 
 
a.  Cara Penilaian Keberhasilan Program dan Cara Pengambilan Tindakan 
Korektif   Program KIA di Puskesmas Kampili 
 Dari hasil keterangan informan tentang cara penilaian keberhasilan program dan 
pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan, maka dapat di simpulkan 
bahwa evaluasi perlu di lakukan untuk melihat sejauh mana program yang telah di 
capai serta memperbaiki jika terdapat penyimpangan yang di sesuaikan dengan situasi 
atau kondisi yang ada setelah program dilaksanakan. Selain itu, adanya penyusunan 
SPM (Standar Pelayanan Minimal), dapat menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh 
mana program tersebut tercapai.  
 Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti melalui 
wawancara mendalam (indeph interview) tentang cara penilaian keberhasilan suatu 
program dan pengambilan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan yang tergambar 
melalui hasil wawancara berikut: 
“Kalau di Puskesmas Kampili sendiri ini ada pertemuan yang diadakan sebulan sekali, 
namanya pertemuan minilok. Jadi tujuannya itu melihat gambaran dan sejauh mana hasil 
kegiatan atau program yang dilaksanakan. Nah itu semua nanti di rekap mana yang 
mencapai target mana yang tidak kemudian di jadikan lagi rencana selanjutnya kalau 
misalnya ada yang tidak tercapai. Ada pengukuran memang ada standar tapi itu semua 
yang tentukan dinas dan itu ada di POA atau plan of action ada standar yang di tetapkan. 




supaya lebih mantap atau di berikan lagi bimbingan oleh orang-orang terkait dari dinas 
macam-macam itu.  
 
                    (AS, 45 Tahun, 15 November 2016) 
 “Kalau penilaian keberhasilan program itu kan sudah ada di berikan, sudah di 
 tentukan  standar-standarnya dari dinas kesehatan, kemudian jika tidak tercapai 
 maka itu lagi yang menjadi masalah kita untuk kedepannya. Kalau masalah tindakan 
 korektif itu seperti swiping perbaikan, kita turun langsung memperbaiki apa yang 
 tidak teratasi tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saja kalau situasi 
 tidak mendukung yang di jadikan lagi bahan perbaikan untuk rencana ke depan 
 lagi. Kemudian, ada juga standar pelayanan minimal di buat, jadi itu nanti yang 
 dilihat mana program yang tercapai dan yang tidak, jika situasi mendudukung di 
 perbaiki lagi kalau tidak di kasi masuk di rencana berikutnya lagi”. 
 
         (MR ,42 Tahun, 18 November 
2016) 
 
“Kalau evaluasinya sendiri itu kita lakukan tiap pertriwulan jadi ada memang agendanya 
disitulah dilihat bagaimana hasil dari proker yang telah dilaksanakan dari akhir kegiatan 
itu yang akan menjadi koreksi atau catatan penting dalam hal pelaksanaan kegiatan 
selanjutnya supaya lebih mendapat perhatian lagi nantinya. Biasanya bikor yang arahkan 
kita kalau ada program yang terkendala atau tidak dapatkan target. Iya biasa itu diberi 
pelatihan” 
 
  (HS, 35 Tahun, 18 November 2016) 
 
 
Didalam ajaran agama Islam, proses manajemen sangat dianjurkan untuk 
dipelajari dan diterapkan. Banyak perintah Allah swt. didalam Al-qur’an terkait 


























































 Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan (Depag RI, 2011). 
 
Ayat diatas mengajak kaum muslimin untuk berhati-hati jangan sampai 




bertakwalah kepada Allah, yakni hindarilah siksa yang dapat dijatuhkan Allah dalam 
kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan melaksanakan perintah-Nya sekuat 
kemampuan kamu dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah dikedepankannya, yakni amal saleh yang telah 
diperbuatnya, untuk hari esok yang dekat yakni akhirat. 
 Kata tuqaddimu atau dikedepankan digunakan dalam arti amal-amal yang 
dilakukan untuk meraih manfaat dimasa datang. Ini seperti hal-hal yang dilakukan 
terlebih dahulu guna menyambut tamu sebelum kedatangannya (Quraish Shihab, Tafsir 
Al-Misbah vol. 14, 2005).  
Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat hari esok dipahami oleh 
thabthathabai sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal  yang 
telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia 
dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik 
atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya 
diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna, setiap 
mukmin dituntut melakukan hal itu. 
C. Pembahasan 
 Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara 
sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas secara efektif dan efisien. 
Manajemen puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban. Seluruh kegiatan di atas 




 Fungsi manajemen diadaptasi dari fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R 
Terry dengan penambahan fungsi evaluating (Penilaian), sehingga fungsi-fungsi 
manajemen Puskesmas adalah sebagai berikut : Planning (Perencanaan), adalah sebuah 
proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan sampai dengan menetapkan alternatif 
kegiatan untuk mencapainya; Organizing (Pengorganisasian), adalah serangkaian 
kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki dan 
memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan; Actuating (Penggerakan atau 
Pelaksanaan), fungsi penggerakan atau pelaksanaan adalah proses pembimbingan 
kepada staf agar mereka mampu dan mau bekerja secara optimal.  
 Kepemimpinan efektif, yang memberikan motivasi, komunikasi, dan pengarahan 
akan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi aktuasi; Controlling 
(Pengawasan atau Pembimbingan), proses untuk mengamati secara terus menerus 
pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang sudah disusun dan mengadakan perbaikan 
jika terjadi penyimpanagan. Pelaksanaan fungsi manajemen ini memerlukan 
perumusan standar kinerja (standard performance); Evaluating (Penilaian) adalah 
suatu proses untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu 
program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau suatu proses yang teratur 
dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau 
kriteria yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta 
memberikan saran-saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan 
program. 
 Berdasarkan penjelasan di atas bahwa fungsi manajemen pada Program KIA di 




meskipun terpisah satu sama lain, tetapi sebagai suatu kesatuan proses, dimana 
kelimanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan satu sama lain. 
Kelima fungsi ini sifatnya saling terintegrasi, dimana aktivitas manajerial dimulai 
dengan planning dan berakhir pada evaluasi. 
 Oleh karena itu, jika perencanaan (planning) telah disusun, kemudian struktur 
organisasi dirancang sedemikian rupa agar setiap tugas dan hubungan antar unit kerja 
dalam organisasi dapat merealisasikan rencana (organizing), maka pimpinan memilih 
dan menetapkan personalia yang tepat untuk menempati posisi dalam struktur 
organisasi dan mengerjakan berbagai tugas. Kemudian individu atau tim yang bekerja 
dalam organisasi dibimbing dan diarahkan agar mereka bertindak atau bekerja efektif 
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (actuating), akhirnya semua aktivitas 
atau operasi organisasi dikontrol untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai 
sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan (controlling), kemudian hasil yang 
dicapai dibandingkan dengan tolak ukur atau kriteria kinerja yang telah ditetapkan, 
dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran-saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap 
pelaksanaan program (evaluating ). 
1. Perencanaan 
 `Fungsi perencanaan yaitu suatu proses merumuskan masalah kesehatan di wilayah 
kerja Puskesmas dan menetapkan prioritasnya, menetapkan tujuan, sasaran, dan target 
kinerja Puskesmas, merencanakan kebutuhan sumber daya serta menyusun rencana 





 Secara garis besar perencanaan dapat dirumuskan menjadi lima tahapan yang 
meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan 
rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program (Azwar, 2010). 
a. Cara Identifikasi Masalah, Menentukan Prioritas Masalah dan Merumuskan 
Program Kerja pada Program KIA di Puskesmas Kampili 
 Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan analisis kebutuhan (need 
assessment). Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong 
masyarakat untuk mengatasinya. Analisis kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan 
besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau 
penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan atau dikerjakan 
(Azwar, 2010). 
 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program KIA di Puskesmas 
Kampili bahwa proses perencanaan dimulai dengan melihat target program yang belum 
tercapai sebelumnya. Kemudian melakukan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) 
setelah itu Survey Mawas Diri (SMD) untuk melihat masalah apa yang terdapat di 
wilayah kerjanya. Adapun cara dalam menentukan prioritas masalah, yaitu dengan 
melihat tingkat urgensi suatu masalah dari hasil MMD selanjutnya di kroscek dengan 
melakukan SMD kemudian masalah tersebut di rumuskan secara bersama-sama, 
selanjutnya penyusunan POA (Plan Of Action) sebagai tindak lanut dari masalah 
tersebut. Dimana POA merupakan sekumpulan aktivitas kegiatan yang akan dilakukan 
untuk mencapai target program KIA di Puskesmas.  
 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai fungsi 




perencanaan di mulai dari mengidentifikasi masalah, dimana proses identifikasi 
masalah itu dilakukan dengan melakukan Musyawarah Masyarakat Desa dan Survey 
Mawas Diri untuk melihat suatu masalah yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas. 
Menentukan prioritas masalah dilakukan dengan melihat masalah yang paling urgent 
atau harus segera di tangani, atau program kerja yang teah berjalan tetapi persentase 
keberhasilannya rendah/tidak mencapai target serta melihat suatu kasus yang menjadi 
kejadian luar biasa yang perlu segera di atasi di wilayah kerja Puskesmas. Setelah itu, 
penyusunan program kerja yang dirumuskan secara bersama-sama serta menyerahkan 
hasil penyusunan rencana kegiatan tersebut kepada kepala Puskesmas dalam bentuk 
POA (Plan Of action), kemudian disesuaikan berdasarkan dana yang ada, yang berasal 
dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan). 
  Identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah dan merumuskan program kerja 
itu di lakukan pada proses perencanaan dengan melakukan survey mawas diri (SMD) 
untuk melihat keadaan atau masalah yang terjadi serta potensi apa yang dimiliki untuk 
mengatasi masalah yang ada, kemudian menyusun usulan kegiatan yang berisikan 
rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta 
perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan yang di rumuskan bersama-sama 
kemudian menyusun program kerja yang di sajikan dalam bentuk Plan Of action (POA) 
(Kemenkes, 2004). 
 Dari hasil wawancara mendalam yang telah di lakukan dengan informan tentang 
rencana anggaran program di Puskesmas, bahwa dana bersumber dari BOK atau 




sebagai dukungan dana operasional program bagi Puskesmas serta untuk bantuan 
penyelenggaraan menajemen di Puskesmas..  
 Tujuan khusus dari BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yaitu, menyediakan 
dukungan dana operasional program bagi puskesmas untuk pencapaian program 
kesehatan, menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen puskesmas, 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan program kesehatan, 
mengaktifkan penyelenggaraan manajemen puskesmas mulai dari 
perencanaan, penggerakan atau pelaksanaan lokakarya mini sampai dengan evaluasi 
(Kemenkes, 2015). 
 Fungsi perencanaan adalah kegiatan yang akan di laksanakan oleh staf untuk 
mencapai tujuan, tanpa adanya fungsi perencanaan maka tidak ada kejelasan mengenai 
kegiatan yang akan dilakukan. Melalui fungsi perencanaan akan ditetapkan tugas-tugas 
pokok dan dengan tugas-tugas ini pimpinan akan mempunyai pedoman dan 
menetapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas.  
 Hal ini sesuai dengan pendapat Muninjaya (2004), bahwa fungsi perencanaan 
merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Fungsi perencanaan merupakan 
landasan dasar dari manajemen secara keseluruhan, tanpa ada fungsi perencanaan tidak 
mungkin fungsi manajemen yang lainnya akan dapat dilaksanakan dengan baik. 
Perencanaan merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam setiap kegiatan, terlebih 
lagi kegiatan-kegiatan yang besar dan bersifat kompleks. Suatu kegiatan yang tidak 






 Fungsi pengorganisasian di tingkat Puskesmas didefinisikan sebagai proses 
penetapan pekerjaan-pekerjaan pokok untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, 
pendistribusian otoritas atau wewenang untuk mencapai tujuan Puskesmas secara 
efektif dan efisien (Satrianegara, 2014). 
  Konsep teori yang di kembangkan oleh Terry (2006), menunjukkan bahwa setelah 
menetapkan tujuan dan menyusun rencana atau program untuk mencapainya maka 
perlu merancang atau mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat 
melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. 
a. Cara Pembagian Tugas, Penentuan Sumber Daya, dan Menyusun Kelompok 
Kerja Pada Program KIA di Puskesmas Kampili 
 Pembagian tugas adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam 
organisasi, dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan yang 
terbatas, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-
kegiatan yang lebih kecil.  
 Dari hasil wawancara yang telah di lakukan pada Program KIA di Puskesmas 
Kampili bahwa proses pengorganisasian, di tentukan berdasarkan kompetensi atau 
disiplin ilmu masing-masing yang di miliki tenaga kesehatan yang dimana Bikor 
mempunyai peranan penting dalam hal penentuan tim kerja pelayanan KIA. Setelah 
itu, di rumuskan bersama-sama berdasarkan persetujuan masing-masing tenaga 
kesehatan dan keputusan kepala Puskesmas. 
 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Puskesmas Kampili, bahwa proses 
pengorganisasian pada program KIA secara umum sama dengan pengorganisasian 




dimiliki masing-masing tenaga kesehatan hanya saja Bidan Koordinator berperan aktif 
dalam melihat potensi anggotanya. Pembagian tugas ini dilakukan berdasarkan 
persetujuan pemegang program, dimana pembagian sumber daya dirumuskan bersama-
sama serta berdasarkan keputusan dari kepala Puskesmas. Adanya surat keputusan 
kepala Puskesmas tentang pembagian tugas pegawai, menjadi suatu pedoman untuk 
pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di berikan.  
 Setelah rencana kegiatan puskesmas disusun, perlu dilakukan pengorganisasian. 
Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian 
berupa penentuan para penanggung jawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan 
serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan perkataan lain, dilakukan pembagian 
tugas seluruh program kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh petugas 
Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, 
pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral 
(Kemenkes, 2004). 
 Terdapat dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan dalam proses 
pengorganisaisan yaitu; Penggalangan kerjasama dalam bentuk dua pihak, yakni antara 
dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu 
menyelenggarakan upaya kesehatan; penggalangan kerjasama dalam bentuk banyak 
pihak, yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor 
pendidikan, sektor agama, sektor kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya 
kesehatan sekolah. Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan secara 
langsung yakni antar sektor-sektor terkait maupun secara tidak langsung yakni dengan 




 Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah di lakukan dengan informan 
mengenai cara penyusunan kelompok kerja serta penentuan sumber daya, yaitu di 
lakukan pada rapat perencanaan tingkat puskesmas yang dihadiri oleh seluruh petugas 
kesehatan yang terlibat kemudian di rumuskan secara bersama-sama. Pengorganisasian 
tim program kerja dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing bidan, dan 
tidak ada rangkap jabatan dalam hal ini masing-masing bidan melakukan pelayanan 
sesuai dengan tugas yang diberikan. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999, pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural 
tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. Hal ini 
dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan 
perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas jabatannya sehingga dapat 
menghasilkan kinerja yang optimal.  
 Sebagaimana dalam ajaran agama islam seseorang di tuntut untuk melakukan tugas 
dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, hal ini tercantum dalam Q.S Al 
Baqarah/2: 286 : 
     
     
    
    
    
    
    
     
      




   
    
   
    
Terjemahnya: 
 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 
 mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
 kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 
 Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, 
 janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau 
 bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
 pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah 
 kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka 
 tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir. (Depag RI, 2011) 
 
 
  3. Pergerakan atau Pelaksanaan 
 Koontz dan Donnel (1991) mengatakan penggerakan adalah pengarahan atau 
directing dari pimpinan atau leading. Sedangkan Siagian (2000), menyatakan 
pergerakan merupakan keseluruhan usaha, cara dan teknik untuk mendorong para 
anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin demi mencapai tujuan 
organisasi secara efektif dan ekonomis.  
a. Keterlibatan Pimpinan dalam Pelaksanaan Program, Motivasi dan Bimbingan 
seperti apa yang di berikan pada Program KIA di Puskesmas Kampili. 
 Keterlibatan pimpinan seperti komunikasi, motivasi dan disiplin ini harus ada 
dalam fungsi pergerakan, karena secara sederhana fungsi pergerakan ini bertujuan 
untuk membuat para karyawan melakukan apa yang di inginkan dan apa yang mereka 
harus lakukan. Kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif 
untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah 




 Inti dari fungsi pergerakan adalah kepemimpinan dengan harapan para anggota 
organisasi mau dan bersedia secara ikhlas untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 
sebaik mungkin. Kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, komunikasi dan 
pengarahan sangat membantu suksesnya pelaksanaan fungsi pergerakan. 
 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada program KIA di Puskesmas 
Kampili bahwa di dalam proses pergerakan, pimpinan selalu memberikan motivasi dan 
bimbingan dalam proses pelaksanaan program dan memberikan solusi kepada petugas 
kesehatan apabila terjadi hambatan pada saat program di laksanakan. Pergerakan yang 
dilakukan oleh tim kerja juga cukup efektif. Dimana adanya kerjasama antara lintas 
sektor yang dimanfaatkan sebagai sumber daya puskesmas untuk memperoleh 
informasi atau mendukung tercapainya program yang sedang dijalankan. Para bidan 
juga diarahkan untuk mengadakan home care yakni kegiatan turun langsung 
kelapangan atau rumah warga untuk melakukan pelayanan KIA. Program suntik 
canting juga memanfaatkan lintas sektor setempat yakni KUA untuk sekaligus 
melakukan penyuluhan kepada calon pengantin perempuan mengenai masalah 
kehamilan agar K1 atau pemeriksaan awal kehamilannya dapat tercapai nantinya. 
Disamping itu, puskesmas kampili juga mendapat bantuan program EMAS yakni 
program kerjasama antara Kemenkes RI dengan USAID (United States Agency for 
International Development) dimana program ini difokuskan untuk mengurangi angka 
kematian ibu dan anak serta meningkatkan efektivitas rujukan. Program ini sangat 
bermanfaat dalam meng-upgrade skill bidan. 
 Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan oleh peneliti, dalam fungsi 




petugas kesehatan mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 
masing-masing. Adapun keterlibatan pimpinan selalu memberikan bimbingan dan 
motivasi jika terjadi hambatan pada saat proses pelaksanaan program, sehingga 
hambatan atau masalah yang di temukan pada saat proses pelaksanaan program, dapat 
segera di segera teratasi. 
 Oleh karena itu, pimpinan memiliki tugas melakukan koordinasi, motivasi dan 
mengarahkan seluruh komponen manajemen. Hal ini bertujuan agar semua komponen 
dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, demi 
mencapai apa yang telah ditetapkan atau yang telah menjadi tujuan awal dari 
perencanaan Puskesmas. 
 Hal ini sejalan dengan penelitian Ridwan (2010), terdapat tiga komponen yang 
saling berhubungan yaitu komponen koordinasi, pengarahan dan pimpinan, pada ketiga 
komponen tersebut, yang memegang peran penting yakni pimpinan (kepemimpinan). 
Dalam konteks manajemen kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk 
mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar mampu dan mau mengikuti 
keinginan pemimpin demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 
dengan efektif dan efisien. 
 
4. Pengawasan  
 Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan 
dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, 
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 




penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin 
bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam 
pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Handoko, 2003). 
a. Cara Pimpinan dalam Melakukan Pengawasan Pada Program KIA di 
Puskesmas Kampili. 
 Dalam hal pengawasan pimpinan perlu mengawasi aktivitas karyawan, serta 
menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya dan melakukan 
koreksi jika diperlukan serta menilai pelaksanaan kegiatan. Pengawasan perlu 
dilaksanakan agar para pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian 
dan tujuan umum organisasi (Alfrida, 2012). 
 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program KIA di Puskesmas 
Kampili, informan menyatakan bahwa proses pengawasan di lakukan oleh Kapus yakni 
melakukan pengawasan setiap minggunya untuk mengontrol dan memonitoring 
perkembangan program yang sedang berjalan serta melalui perantara Bikor (Bidan 
Koordinasi) yang dipercaya oleh Kepala Puskesmas kemudian dilaporkan kepada 
kepala puskesmas setiap triwulan yakni pada saat diadakan rapat evaluasi. Sehingga 
dapat dinilai bahwa, pada proses pengawasan program di Puskesmas Kampili berjalan 
cukup efektif. 
 Robbin (1999), menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu aktivitas yang 
mendasar, sehingga membutuhkan seorang pemimpin untuk menjalankan tugas dan 
pekerjaan organisasi. Sejalan dengan pendapat siagian (1990), bahwa pengawasan 




menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan sebelumnya.  
  Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam 
upaya mengendalikan, agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 
memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana 
letak penyimpangan itu dan bagaimana tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.  
 Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (1995), bahwa 
proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu; (a) Penetapan standar pelaksanaan; 
(b) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata; (d) Perbandingan pelaksanaan kegiatan 
dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; (e) Pengambilan 
tindakan koreksi jika di perlukan. 
5. Evaluasi  
 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, kemudian 
diperbaiki sehingga tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Hal ini dapat menjelaskan 
bahwa dari serangkaian kegiatan yang telah disusun dan direncanakan yang kemudian 
berakhir pada tahap pengawasan, dimana pada tahap ini kita melihat hasil dari kegiatan 
yang dilaksanakan berhasil atau tidaknya, kemudian nantinya akan menjadi koreksi 
dan catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang lebih baik lagi guna 
mencapai tujuan yang sesungguhnya (Muninjaya, 2004) 
a. Penilaian Keberhasilan Program dan Cara Pengambilan Tindakan Korektif 
pada Program KIA di Puskesmas Kampili 
 Proses untuk menentukan nilai atau tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu 




sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur, kriteria yang 
telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan serta memberikan saran-
saran yang dapat dilakukan pada setiap tahap dari pelaksanaan program. 
 Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada Program KIA di Puskesmas 
Kampili bahwa fungsi evaluasi dilaksanakan untuk melihat sejauh mana program yang 
telah tercapai, serta memperbaiki apabila terjadi penyimpangan yang di sesuaikan 
dengan situasi dan kondisi yang ada.  
 Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti bahwa fungsi evaluasi di Puskesmas 
Kampili pada Program KIA tersebut dilaksanakan, dengan melihat pencapaian 
indikator keberhasilan Program KIA atau dengan melihat pencapaian POA (Plan Of 
Action) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang telah disusun. Hal ini dilakukan 
untuk menilai sejauh mana keberhasilan program yang telah dilaksanakan dan 
hambatan atau penyimpangan-penyimpangan seperti apa yang terjadi. Kemudian di 
jadikan sebagai bahan perbaikan ke masa yang akan datang, serta melakukan tindakan 
korektif jika situasi dan kondisi mendukung. (Form Standar Pelayanan Minimal dan 
Planning of Action di Lampirkan) 
 Evaluasi program kesehatan masyarakat adalah suatu proses untuk menyediakan 
informasi tentang sejauh mana suatu program kesehatan masyarakat telah dicapai, 
bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui 
apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah didapatkan 
dari program kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan bila dibandingkan dengan 
harapan-harapan yang ingin diperoleh, yang berguna untuk merumuskan alternatif 











 Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Gambaran Manajemen 
Pelaksanaan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Kampili, maka 
peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Fungsi perencanaan pada program KIA di Puskesmas Kampili telah 
 dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan program KIA.  
2. Fungsi pengorganisasian pada program KIA di Puskesmas Kampili telah 
dilaksanakan sesuai prosedur yakni pembagian tugas dilakukan oleh Kepala 
Puskesmas sesuai dengan keahlian atau kompetensi masing-masing pegawai. 
3. Kemampuan pimpinan dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada 
 tenaga kesehatan dalam fungsi pergerakan pada program KIA di Puskesmas 
 Kampili telah dilaksanakan. 
4. Bentuk pengawasan pada program KIA di Puskesmas Kampili dilaksanakan 
secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan diawasi langsung dilapangan oleh 




5. Fungsi evaluasi pada program KIA di Puskesmas Kampili telah 
 dilaksanakan,  dengan adanya standar pelayanan minimal yang telah disusun 




 Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang penulis berikan 
meliputi : 
1. Pada fungsi perencanaan, pihak Puskesmas sebaiknya lebih berfokus pada  
Musyawarah Masyarakat  Desa untuk mengetahui betul apa permasalahan 
kesehatan yang terjadi di suatu wilayah. 
2. Pada fungsi pengorganisasian, pihak Puskesmas sebaiknya tidak terjadi 
rangkap jabatan agar pegawai berfokus pada pembagian tugas yang telah 
dibentuk oleh tim.  
3. Kemampuan pimpinan dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada 
tenaga kesehatan agar kiranya terus berlanjut agar tercipta lingkungan kerja 
yang positif dan tercipta motivasi kerja yang dapat menunjang terlaksananya 
program yang telah disusun. 
4. Pengawasan pada program KIA di Puskesmas Kampili agar kiranya terus 
ditingkatkan guna mengontrol jalannya program dan hal-hal penunjang serta 




5. Evaluasi pada program KIA di Puskesmas Kampili hendaknya dilakukan setiap 
satu bulan sekali agar program yang mengalami kendala dapat segera diambil 
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GAMBARAN MANAJEMEN PELAKSAAN PROGRAM  
KESEHATAN IBU DAN ANAK  (KIA) 
 DI PUSKESMAS KAMPILI  
KAB. GOWA 
 
Hari/ Tanggal  : 
Waktu   : 
Lama wawancara : 
A. KARAKTERISTIK INFORMAN 
1. Inisial Informan : 
2. Umur   : 















B. DAFTAR PEDOMAN 
 







masalah serta teknik 
yang digunakam 
1. Bagaimana anda 
menentukan bahwa 
sesuatu itu adalah 
sebuah masalah 
(prioritas masalah) 
dan bagaimana cara 
mengidentifikasinya 





























1. Bagaimana cara anda 
melakukan proses 
identifikasi masalah dan 
mengapa hal tersebut 
anda anggap sebagai 
prioritas masalah? 




3. Kapan dan dimana di 
lakukan proses 
identifikasi masalah? 
4. Teknik seperti apa yang 
digunakan dalam proses 
menentukan prioritas 
masalah? 
5. Siapa saja kah pihak 
yang melaksanakan 
teknik tersebut? 
6. Setiap kapan dan 
dimana penerapan 




1. Dari hasil identifikasi 
masalah tersebut, 
























1. Bagaimana cara 
merencanakan waktu 
yang tepat dalam 
pelaksanaan program 
kerja? 
2. Siapa saja kah pihak 




3. Bagaimana cara 
menetapkan tempat 
pelaksaan proker? 
4. Siapa sajakah pihak 
yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan 
tempat pelaksaan 
program kerja tersebut? 
5. Bagaimana perencaan 
anggaran untuk proker 
yang akan dilaksanakan 
(baik dari segi alat, 
tenaga kerja dsb) 
6. Dari manakah anggaran 
tersebut diperoleh 








sumber daya dalam 
pelaksanaan program 
kerja 
1. Bagaimana anda 
menentukan 
pengorganisasian 
sumber daya yang 
akan menunjang 
1. Bagaimana cara 
membagi waktu dan 
sumber daya dalam 
pengorganisasian? 
2. Siapa saja kah pihak 








sumber daya tersebut? 
3. Bagaimana cara 
penentuan kelompok 
suatu program kerja 
dalam proses  
 
pengorganisasian? 










program kerja yang 
dilaksanakan 
1. Bagaimana anda 




1. Bagaimana dan sejauh 
apa keterlibatan 
pimpinan dalam proses 
pelaksanaan program 
kerja? 
2. Motivasi dan bimbingan 















kegiatan atau proker? 












- Evaluasi  
(Evaluating) 
Menggali informasi 
tentang evaluasi apa 
yang dilakukan 
terhadap program yang 
telah dijalankan 
















2. Bagaimana langkah 
atau pengambilan 
tindakan korektif 
apabila terjadi  
penyimpangan 
 
1. Bagaimana cara 
mengukur berhasil 
tidaknya suatu program 
kerja dalam proses 
evaluasi? 
2. Siapa sajakah pihak 
yang terlibat dalam 
melakukan pengukuran 
indikator keberhasilan 
program yang telah 
dilakukan? 
3. Seperti apa indikator 




1. Siapa sajakah pihak 





2. Tindakan korektif 















Berikut merupakan Planning of Action (POA) Puskesmas Kampili Kab. Gowa di bidang 













Berikut merupakan undangan dan daftar hadir pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Desa di 
wilayah kerja PKM Kampili Kab. Gowa Tahun 2016 






Berikut merupakan undangan rapat evaluasi program UKM, rencana tindak lanjut, dan daftar 


























































Melakukan wawancara dengan Kepala Puskesmas PKM Kampili Kab. Gowa 
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